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MOTTO 

        

       

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat”. (Q.S An-Nisa‟ ayat 58) 
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ABSTRAK 

Moh Sofyan, Dr. Nurul Widyawati, I.R., : “Analisis Akuntabilitas Dan 

Transparasi Dalam Laporan Keuangan Pada Kantor Desa Pegalangan Kidul 

Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)” 

 AkuntabilitasL adalah sebuahL kewajiban untukL memberikan penjelasanL 

tentang pelaksanaanL tanggung jawab bagi L pihak yangL mempercayakan tanggungL 

jawab. PembahasanL tentang akuntabilitasL mengarah padaL upaya-upaya pengalianL 

skema internalL organisasi yangL bersandar padaL aspek profesionalismeL di satuL sisi 

danL relasi eksternalL  yang mengarahL pada pertanggung jawabanL sosial danL politik 

di sisiL lain. 

Laporan keuangan desa merupakan bagian dari laporan kinerja 

pemerintahan desa selama periode anggaran pemerintahan desa. Laporan tersebut 

sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dan 

masyarakat. Dengan tidak adanya transparansi dana dari desa menimbulkan 

pertanyaan apakah dana yang sudah dialokasikan kepada desa sudah sesuai secara 

pelaksanaan dan pencatatan laporan keuangannya. 

Dalam skripsi ini terdapat tiga fokus penelitian sebagai berikut: 1. 

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa di Desa Pegalangan 

Kidul? 2. Mengapa Desa Pegalangan Kidul belum menerapkan transparansi dalam 

pengelolaan laporan keuangan Desa? 3. Bagaimana Desa Pegalangan Kidul 

Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo bisa berkembang dengan pengelolaan 

laporan keuangan yang kurang tranparansi? 

Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan adalah 

salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta melalui observasi/pengamatan dan 

wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara langsung 

terjun ke lapangan. 

 Kesimpulan: 1. Akuntabilitas Desa Pegalangan Kidul sudahL lengkap baikL 

dilihat dariL segi ringkasanL pendapatan, ringkasanL belanja desaL dan rincianL 

pembangunan. 2. Transparansi di Desa Pegalangan Kidul belum tersedia. 3. Desa 

Pegalangan Kidul bisa maju dikarenakan inofasi dari kepala desa dan 

kekompakan masyarakat Pegalangan Kidul dalam melaksanakan program kerja di 

Desa Pegalangan. 

 

 

Kata Kunci : Akuntabilitas dan Transparansi, Laporan Keuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

AkuntansiL merupakan ilmuL yang menyediakanL informasi untukL 

keperluan dalam berbagai kegiatan dan mengevaluasi setiap kegiatan suatu 

entitas, informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi diperlukan untuk 

perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban 

entitas. Ditinjau dari segi kegiatannya, akuntansi dapat diartikan sebagai proses 

pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data 

keuangan suatu entitas.
1
  

AkuntansiL pemerintah merupakanL salah satuL bidang ilmuL akuntansi 

yangL saat iniL berkembang pesatL seiring denganL perkembangan Lzaman. Hal iniL 

dikarnakan adanyaL tuntutan transparansiL dan akuntabilitasL publik atasL 

danadana masyarakat yangL dikelola Lpemerintah, sehingga memunculkanL 

kebutuhan atasL penggunaan akuntansiL dalam mencatatL dan melaporkanL kinerja 

Lpemerintah. Akuntabilitas yangL terjadi diperintahan seringL diartikan sebagaiL 

bentuk pertanggungjawabanL atas kinerjaL pemerintah kepadaL publik. 

PemerintahL melaksanakan akuntabilitasL untuk transparansiL atas penggunaan 

kewenanganL yang dimilikiL oleh Lpemerintah. Perusahaan yangL melakukan 

akuntabilitasL sosial cenderungL akan patuhL terhadap peraturanL perundanng-

undangan yangL berlaku karenaL keakuratan laporanL keuangan yangL dilaporkan 

telahL mengalami beberapaL review dariL berbagai pihakL dalam internalL 

                                                             
1
 AlL Haryono LJusup, Dasar-DasarL Akuntansi LJilid 1, (YogyakartaL: STIE LYKPN, 2011), L5. 
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perusahaan.
2
 Pertanggungjawaban pemerintah bisa terwujud dengan 

penyediaan informasi mengenai setiap kegiatan dan pengelolaan keuangan 

yang dilakukan pemerintah selama masa satu periode. Akuntansi pemerintahan 

diharuskan juga memberikan informasi mengenai proses manajerial, seperti 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja 

pemerintah. 

AkuntabilitasL adalah sebuahL kewajiban untukL memberikan penjelasanL 

tentang pelaksanaanL tanggung jawab bagiL pihak yangL mempercayakan 

tanggungL jawab. PembahasanL tentang akuntabilitasL mengarah padaL upaya-

upaya pengalianL skema internalL organisasi yangL bersandar padaL aspek 

profesionalismeL di satuL sisi danL relasi eksternalL  yang mengarahL pada 

pertanggung jawabanL sosial danL politik di sisiL lain.
3
 

UU nomor 6 tahun 2014 pasal 71 ayat 1 dijelaskan keuangan desa adalah 

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

desa. Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik ditandai dengan tiga 

pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan yaitu 

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu usaha untuk mengurangi 

terjadinya praktik penyimpangan di pemerintahan adalah dengan menerapkan 

sistem akuntabilitas publik yang baik. Dalam pelaksanaan pemerintahan, 

pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan (dikelola 

secara terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan partisipatif 

                                                             
2
 Kasmir, pengantar manajemen keuangan (Jakarta : Kencana Predana Media Grup), 114. 

3
 Arif Widyatama, jurnal riset dan aplikasi : akuntansi dan manajeman, (kalimantan : STIE Panca 

Bhakti Palu, 2015), 203 
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(melibatkan masyarakat dalam prosesnya). Disamping itu, keuangan desa harus 

dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan 

pemerintah.
4
  

Laporan keuangan desa merupakan bagian dari laporan kinerja 

pemerintahan desa selama periode anggaran pemerintahan desa. Laporan 

tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada 

pemerintah dan masyarakat. Dengan tidak adanya transparansi dana dari desa 

menimbulkan pertanyaan apakah dana yang sudah dialokasikan kepada desa 

sudah sesuai secara pelaksanaan dan pencatatan laporan keuangannya.
5
 

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi dua puluh sembilan 

Kabupaten, salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur adalah Kabupaten 

Probolinggo, di Kabupaten Probolinggo terdapat dua puluh empat Kecamatan 

salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo adalah Kecamatan 

Maron, dalam Kecamatan Maron terdapat delapan belas desa. Desa Pegalangan 

kidul merupakan salah satu dari delapan belas Desa (Desa Brabe, Brani Kulon, 

Brani Wetan, Brumbungan Kidul, Ganting Kulon, Ganting Wetan, Gerongan, 

Kedungsari, Maron Kidul, Maron Kulon, Maron Wetan, Puspan, Satreyan, 

Suko, Sumberdawe, Sumberpoh, Wonorejo) yang ada di Kecamatan Maron. 

Desa pegalangan Kidul juga termasuk salah satu desa yang belum memberikan 

transparansi dana desa secara umum kepada masyarakat desa, hal ini 

disampaikan langsung oleh kepala desa Pegalangan Kidul “Desa Pegalangan 

                                                             
4 Ibid 
5 Ibid 
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Kidul memang belum menyediakan informasi terkait pengelolaan laporan 

keuangan Desa”
6
. 

 Menariknya dengan kurangnya transparasi  dari Desa Pegalangan Kidul 

tidak membuat Desa Pegalangan Kidul sulit maju dan berkembang, justru 

sebaliknya Desa Pegalangan Kidul mampu maju dan berkembang 

dibandingkan Desa-desa lain yang ada di Kecamatan Maron (Desa Brabe, 

Brani Kulon, Brani Wetan, Brumbungan Kidul, Ganting Kulon, Ganting 

Wetan, Gerongan, Kedungsari, Maron Kidul, Maron Kulon, Maron Wetan, 

Puspan, Satreyan, Suko, Sumberdawe, Sumberpoh, Wonorejo). Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya pembangunan fisik yang terealisasikan, juga 

menjuarai Desa bersih dan sehat dalam ajang proklim, serta banyaknya 

program kerja yang masih aktif sampai sekarang seperti bank sampah, daur 

ulang sampah dan lain sebagainnya.
7
 

Akan tetapi dengan tidak adanya transparansi dan yang diberikan oleh 

Desa Pegalangan Kidul membuat kepercayaan masyarakat terhadap program 

kerja desa Pegalangan kidul sedikit menimbulkan keraguan dikarenakan tidak 

adanyan transparansi dana yang diberikan oleh desa. Transparansi pengelolaan 

dana di desa Pegalangan Kidul belum terealisasikan terbukti dengan tidak 

adanya media yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang laporan 

keuangan desa dalam bentuk poster, baliho, spanduk dan sebagainya. Berbeda 

dengan Desa Pendil Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo  yang 

memberikan transparansi dana Desa dengan menggunakan banner atau baliho 

                                                             
6
 Wawancara, Badrul Huda, pada tanggal 05 maret 2023 

7
 Ibid 
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sebagai medianya.
8
 Alasan peneliti memilih Desa Pegalangan Kidul karena 

Desa pegalangan Kidul lebih maju daripada Desa lain yang ada di Kecamatan 

Maron baik dari segi pembangunan serta program kerja yang dilaksanakan oleh 

perangkat Desa Peglangan Kidul. Desa Pegalangan Kidul juga masuk dalam 

lima besar penerima anggaran serta realisasinya. 

Tabel 1.1 

Nama Desa Dengan Angaran Terbanyak di Kecamatan Maron 

No Nama Desa Anggaran  Realisasi 

Anggaran 

1 Brabe 2.876.374.325 2.582.20.280 

2 Maron Kidul 2.602.513.692 2.551.199.455 

3 Satrean 2.365.639.524 2.232.741.820 

4 Wonorejo 2.166.500.505 2.102.036.241 

5 Pegalangan Kidul 2.009.964.319 1.939.799.859 

 

Berdasarkan latarL belakang masalahL yang telahL diuraikan Ldiatas, peneliti 

tertarik untukL melakukan penelian denganL judul “Analisis AkuntabilitasL dan 

TransparansiL dalam Pengelolaan Laporan KeuanganL Desa pada Kantor 

Desa Pegalangan Kidul KecamatanL Maron Kabupaten Probolinggo”. 

B. Fokus Penelitian 

PenentuanL fokus penelitianL dalam penelitian kualitatif didasarkanL pada 

hasilL studi Lpengalaman, referensi, atauL saran dari orang yang dianggap ahli. 

Fokus dari penelitian ini masih bersifat sementara, masih akan ada 

perkembangan dari fokus penelitian ini setelah peneliti turun langsung 

                                                             
8
 Ibid 
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kelapangan. Setelah fokus penelitian sudah ditentukan, selanjutnya adalah 

membuat rumusan masalah. Masalah adalah suatu kondisi yang bersumber 

pada hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi atau 

menimbulkan tanda tanya sehingga memerlukan upaya untuk menemukan 

jawaban. Rumusan masalah merupakan pedoman awal bagi peneliti untuk 

mencari jawaban dalam penelitian tersebut.
9
 Pertanyaan penelitian tidak 

dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian akan 

tetapi dirumuskan untuk mengetahui gejala yang kompleks, interaksi sosial 

yang terjadi, atau kemungkinan ditemukanya teori baru.
10

 Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti mengemukakan masalah-maslah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa di Desa 

Pegalangan Kidul? 

2. Mengapa Desa Pegalangan Kidul belum menerapkan transparansi dalam 

pengelolaan laporan keuangan Desa? 

3. Bagaimana Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten 

Probolinggo bisa berkembang dengan pengelolaan laporan keuangan yang 

kurang tranparansi? 

C. Tujuan penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian bersifat tiga jenis yaitu penemuan, 

pembuktian, dan pengembangan. Penelitian yang bersifat penemuan yaitu 

penelitian yang datanya diperoleh Lbenar-benar baruL yang sebelumnyaL belum 

                                                             
9
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 290 

10
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pernahL diketahui. PenelitianL yang bersifatL pembuktian yakni penelitian yangL 

datanya diperoleh untukL membuktikan suatu keraguanL terhadap informasiL 

yang diterima. Sedangkan penelitianL yang bersifatL pengembangan yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk memperluas hasil penelitian terdahulu.
11

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan laporan keuangan desa 

meliputi kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Tujuan penelitian merupakan seuah arah bagi peneliti 

agar penelitian berjalan secara struktural dan tidak melewati batas 

permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan 

Desa di Desa Pegalangan Kidul. 

2. Untuk mengetahui mengapa Desa pegalangan Kidul belum transparan 

dalam pengelolaan laporan keuangan desa? 

3. Untuk mengetahui bagaimana Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron 

Kabupaten Probolinggo bisa berkembang dengan pengelolaan laporan 

keuangan yang kurang transparansi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kegunaan atau kontribusi yang dapat 

diberikan setelah penelitian. Kegunaan yang diberikan dapat berupa kegunaan 

teoritis dan praktis.
12

 Dalam penelitian Lkualitatif, kegunaan penelitian lebihL 
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bersifat teoritisL untuk pengembanganL ilmu. Akan tetapi tidakL menolak 

kegunaan praktis untukL pemecahan masalah.
13

 Aspek teoritis dan praktis  

tersebut adalah : 

1. Aspek Teoritis (Keilmuan) 

Diharapkan denganL adanya penelitianL ini bisaL memberikan 

sumbangan teori danL wawasan pengetahuan dalamL proses penyusunan 

laporan keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan 

terhadap kantor Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten 

Probolinggo serta dapat dijakan referensi atau rujukan dalam penelitian 

lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya. 

2. Aspek Praktis (Terapan) 

a) Bagi peneliti 

Diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam penyusunan 

laporan keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan 

terhadap kantor Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten 

Probolinggo. 

b) Bagi UniversitasL Islam NegeriL KH. AchmadL Siddiq JemberL 

DiharapkanL dapat memberikan tambahan kajianL untuk melengkapiL 

kepustakaan yangL berkaitan denganL pengelolaan laporan keuangan desa, 

serta menambahL koleksi literaturL atau referensiL bagi penelitiL selanjutnya. 
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c) BagiL Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo 

Diharapkan dapat memberikan referensi dalam penyusunan laporan 

keungan Desa yang sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan lebih 

relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

d) Bagi Masyarakat  

Diharapakan dapat menambah kepercayaan masyarakat Desa 

Pegalangan Kidul terhadap pemerintahan dalam proses penyusunan 

laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. 

E. Definisi istilah  

DefinisiL istilah menjadiL titik fokusL atau kataL kunci penelitiL dalam 

melakukanL penelitian. TujuannyaL adalah untukL menghindari kesalahpahamanL 

terhadap maknaL istilah dariL judul penelitianL sebagaimana yangL dimaksud olehL 

peneliti.
14

  

1. AkuntabilitasL 

LAkuntabilitas adalah ukuranL yang menunjukkanL apakah aktivitasL 

birokrasi publikL atau pelayananL yang dilakukanL oleh pemerintahL sudah 

sesuaiL dengan normaL dan Lnilai-nilai yangL dianut olehL rakyat danL apakah 

pelayananL publik tersebutL mampu mengakomodasiL kebutuhan rakyatL yang 

Lsesungguhnya. Dengan demikianL akuntabilitas terkaitL dengan falsafahL 

bahwa lembagaL eksekutif pemerintahL yang tugasL utamanya adalahL 

melayani rakyatL harus bertanggungjawabL secara langsungL maupun tidakL 
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langsung kepadaL rakyat. DenganL kata Llain, bahwa akuntabilitasL ialah 

kesediaanL untuk menjawabL pertanyaan Lpublik.
15

 

2. Transparansi  

Transparansi berarti keterbukaan (Openness) pemerintah dalam 

memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber 

daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.
16

 

Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki 

hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena 

menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan 

kebutuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Salah satu aktualisasi nilai 

dan prinsip-prinsip good governance adalah transparansi aparatur dan 

sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem 

akuntabilitas. Pemerintahan yang baik sasaran pokoknya adalah 

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian 

hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan 

tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, 

semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas 

pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan 

cita-cita dan tujuan bernegara. Transparansi menjadi sangat penting bagi 

pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari 

rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil 

berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah 
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harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang 

dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk 

disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting 

yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. 

F. Sistematika Pembahasan 

BerisiL tentang deskriptifL alur pembahasanL skripsi yangL dimulai dariL bab 

pendahuluanL hingga babL penutup. FormatL penulisan sistematikaL pembahasan 

adalahL dalam bentukL deskriptif Lnaratif, bukan sepertiL pada daftarL isi.
17

 

AdapunL sistematika pembahasanL penelitian iniL adalah: 

BabL I : PadaL bab iniL meliputi uraianL tentang latarL belakang Lmasalah, 

rumusan Lmasalah, tujuan Lpenelitian, manfaat Lpenelitian, definisi Listilah, dan 

sistematikaL pembahasan. 

BabL II: PadaL bab iniL akan dipaparkanL kajian kepustakaanL dan literaturL 

yang berhubunganL dengan Lskripsi. Kajian kepustakaanL terdiri dariL penelitian 

terdahuluL yang mencantumkanL penelitian sejenisL dengan akuntabilitas dan 

transparansi pada laporan keuangan Desa. DilanjutkanL dengan kajianL teori 

yangL memuat tentangL teori akuntansiL keuangan, dan teoriL laporan Lkeuangan. 

Fungsi dariL bab iniL adalah sebagaiL landasan teoriL pada babL berikutnya gunaL 

menganalisa dataL yang diperolehL dari Lpenelitian. 

BabL III : PadaL bab iniL menjelaskan metodeL yang digunakanL untuk 

penelitianL oleh Lpeneliti. Dalam halL ini penelitiL menggunakan jenisL penelitian 

kualitatifL dengan menggunakanL pendekatan Ldeskriptif. 
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BabL IV : BabL ini terdiriL dari beberapaL sub Lbab, pada bagianL ini berisiL 

tentang intiL atau hasilL penelitian Lini, yang meliputiL latar Lbelakang, obyek 

penelitian, penyajianL data, analisisL dan pembahasanL temuan. 

BabL V : PadaL bab terakhirL ini terdiriL dari kesimpulanL penelitian yangL 

dilengkapi denganL saran-saranL dari penelitiL dan diakhiriL dengan Lpenutup. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian terdahulu 

PenelitiL mencantumkan beberapa referensi dari Lpenelitian yang telah 

dilakukan pada sebelumnya. Kemudian membuat ringkasannya baik yang 

sudah terpublikasikan atau yang belum terpublikasikan, referensi yang dapat 

dicantumkan seperti skripsi, tesis, disertasi, atau yang lainnya. Dengan 

langkah ini, maka akan terlihat orisinalitas dan posisi penelitian yang akan 

dilakukan.
18

 

Berikut ini beberapa referensi-referensi hasil penelitian terdahulu: 

a. NiusL Gwijangge, IL Ketut LJati, I GustiL Ayu MadeL Asri DwijaL Putri, NiL 

Gusti PutuL Wirawati (2021) melakukanL penelitian denganL judul 

“AkuntabilitasL, Transparansi PemerintahL Desa dan PengelolaanL Dana 

LDesa”. Penelitian iniL bertujuan untukL menilai akuntabilitasL dan 

transparansiL pemerintah desaL terhadap pengelolaanL Dana DesaL di desaL 

Sembiran, kecamatanL Tejakula, kabupatenL Buleleng. SampelL yang 

digunakanL sebanyak 127L yang terdiriL dari kepalaL desa sekertarisL desa 

BendaharaL Badan PermusyawaratanL Desa (BPDL) sebagai perwakilanL 

dari masyarakatL serta kepalaL seksi, denaganL Teknik probabalitiyL 

sampling denganL metode prorporotionateL stratifid ramandomL sampling. 

Pengumpulan dataL dilakukan melaluiL penyebaran kuesioner. TeknikL 
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analisis yangL digunakan padaL penelitian iniL adalah analisisL linier 

berganda. HasilL penelitian menunjukkanL bahwa pengelolaanL dana desaL 

di desaL cukup baikL untuk menerapkanL prinsip danL aturan mengenaiL 

akuntabilitas prinsipL transparansi, danL partisipasi dalamL pengelolaan 

danaL desa dilaksanakanL baik dariL sisi pemerintahL desa maupunL dari sisiL 

masyarakat makaL akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaanL dana 

desaL itu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti 

yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pangelolaan 

dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti 

terletak pada objek penelitian serta teknik penelitian.
19

 

b. NurL Asia UsmanL Betan danL Paskah IkaL Nugroho pada (2021) 

melakukanL penelitian denganL judul “AkuntabilitasL dan TransparansiL 

Pengelolaan DanaL Desa”. PenelitianL ini bertujuanL untuk menganalisisL 

akuntabilitas danL transparansi pengelolaanL dana Ldesa. jenis penelitianL 

studi kasusL dengan metodeL kualitatif. SumberL data yangL digunakan 

dalamL penelitian iniL adalah dataL primer danL data Lsekunder. Data primerL 

diperoleh melaluiL wawancara kepadaL narasumber yangL berhubungan 

denganL pengelolaan danaL desa yangL adalah aparatL desa, perangkatL desa, 

sertaL masyarakat Lumum. Sedangkan dataL sekunder diperolehL dari 

laporanL keuangan Ldesa, laporan danL pertanggungjawaban pelaksanaanL 

APBDesa, danL dokumen pendukungL yakni Lbukti-bukti transaksiL seperti 
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notaL dan kwitansiL yang dimilikiL oleh pemerintahL desa. PenelitianL ini 

dilakukanL dengan beberapaL teknik pengumpulanL data yaituL wawancara, 

observasiL serta Ldokumentasi. Analisis dataL dalam penelitianL ini adalahL 

analisis tematikL yang melibatkanL coding Ltext. Hasil penelitianL 

menunjukkan bahwaL setiap tahapanL Kepala DesaL bersama sekretarisL dan 

bendaharaL telah melibatkanL masyarakat secaraL terbuka. LaporanL 

pertanggungjawaban dapatL diakses olehL masyarakat. TahapanL 

perencanaan danL eksekusi telahL melibatkan tokohL masyarakat, kepalaL 

kampung, tokohL pemuda, tokohL perempuan, danL elemen Llainnya. 

Tahapan Lpenatausahaan, pelaporan, danL pertanggungjawaban dilakukanL 

oleh bendaharaL serta sekretarisL desa. LKemudian, laporan akanL 

dimusyawarahkan kepadaL masyarakat melaluiL pertemuan. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas 

mengenai akuntabilitas dan transparansi dana desa. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang diteliti terletak pada objek 

penelitian.
20

 

c. Christa Yunnita Garung (2020) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada 

Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi 

terhadap pengelolaan alokasi dana Desa dan menginginkan tata kelola 
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yang baik di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan data. Populasi penelitian ini 

adalah semua masyarakat desa dan perangkat desa di Manulea. 

Berdasarkan metode purposive sampling, jumlah sampel yang diperoleh 

adalah 50 orang. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer 

dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi dan kuesioner yang dianggap instrumen utama. Pada fase 

pengujian, peneliti menggunakan beberapa metode pengujian yang 

dianggap sangat penting untuk digunakan. Metode tersebut adalah: 

statistik deskriptif, statistik infrasional, tes asumsi klasik, pengujian 

hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi 

secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana 

desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam 

mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kabupaten 

Sasitamean, Kabupaten Malaka. . Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan 

transparansi pangelolaan dana desa. Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek penelitian yang 

diteliti.
21
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d. Anggraeni Quro‟atul M (2019) melakukan penelitian dengan judul ” 

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi L Dana DesaL Di DesaL Tutul 

KecamatanL Balung KabupatenL Jember tahunL 2018”. Tujuan dari 

penelitianL ini adalah untukL Untuk menganalisisL akuntabilitas 

perencanaanL Alokasi DanaL Desa (LADD) di DesaL Tutul KecamatanL 

Balung KabupatenL Jember padaL Tahun L2018. Untuk menganalisisL 

akuntabilitas pelaksanaanL Alokasi DanaL Desa (LADD) di DesaL Tutul 

KecamatanL Balung KabupatenL Jember padaL Tahun L2018. Untuk 

menganalisisL akuntabilitas pertanggungjawabanL Alokasi DanaL Desa 

(ADDL) di DesaL Tutul KecamatanL Balung KabupatenL Jember padaL 

Tahun L2018. Hasil penelitianL menunjukkan bahwasannyaL penelitian 

22
yang dilakukanL melalui prinsipL akuntabilitas berupaL tahap 

Lperencanaan, pelaksanaan, danL pertanggungjawaban yangL berpedoman 

padaL peraturan BupatiL Jember Nomor L13 TahunL 2018. (1) 

AkuntanbilitasL Perencanaan ADDL di DesaL Tutul telahL menerapkan 

prinsipL partisipasi danL transparansi, (2) AkuntabilitasL Pelaksanaan ADDL 

di DesaL Tutul telahL menerapkan prinsipL transparansi danL akuntabilitas, 

(3) AkuntabilitasL Pertanggungjawaban ADDL di DesaL Tutul dalamL 

pengelolaan administrasiL ADD maupunL dalam waktuL SPJ telahL 

mematuhi peraturanL Undang-UndangL yang Lberlaku. Persamaan 
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penelitian ini adalah membahas akuntabilitas anggaran dana desa. 

Perbedaan penelitian ini adalah objek yang ditelilti.
23

 

e. Arif Rivan & Irfan Ridwan Maksum (2019) melakukan penelitian dengan 

judul “Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan 

Desa”. Tujuan dari penelitian ini adalah penerapam sistem keuangan 

Desa (siskeudes) untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan 

desa. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya siskeudes ini diharapkan 

desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat 

berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa, mulai dari proses 

penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan 

pelaporan keuangan desa bisa berjalan dengan baik dengan 

diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes). PersamaanL penelitian 

iniL dengan penelitianL yang akanL diteliti adalah membahasL mengenai 

pengelolaan keuangan desa. Adapun perbedaanL dari penelitianL ini 

denganL penelitian yangL akan diteliti terletakL pada topik Lpenelitian, pada 

penelitianL ini topik yang dipilih yaitu penerapan sistem keuangan desa 

(siskeudes), sedangkan pada penelitian yang akan diteliti memilih topik 

pengelolaan laporan keuangan desa.
24

 

f. I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini Tahun (2019) melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan 

Partisipasi Masyarakat Pada Efektifitas Pengelolaan Dana Desa”. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari akuntabilitas, 

transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan 

dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Sampel 

penelitian ini adalah 18 desa di Kecamatan Abiansemal dengan jumlah 

responden sebanyak 72 orang. Metode penetuan sampel menggunakan 

metode purposive sampling, data dikumpulkan menggunakan kuesioner. 

Data dianalisis dengan menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan 

partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan 

dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan 

partisipasi masyarakat maka efektivitas pengelolaan dana desa di 

Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung akan semakin baik. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu 

membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pangelolaan dana 

desa. Adapun perbedaan penelitian iniL dengan penelitianL yang akanL 

diteliti terletak padaL objek penelitian yang diteliti, penelitian L ini 

dilakukan di Desa-desa yang ada di kecamatan Abiansemal, Kabupaten 

Bandung, sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan di Desa 

Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
25

 

g. Sri Wahyuni (2019) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan 

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam 
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Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul 

Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahuiL dan mendeskripsikanL Penerapan AkuntabilitasL Dan 

TransparansiL Pengelolaan AlokasiL Dana DesaL Dalam PembangunanL 

Desa diL Desa KutaL Bakti KecamatanL Babul MakmurL Kabupaten AcehL 

Tenggara. MetodeL pendakatan dalamL penelitian iniL adalah deskriptifL 

kualitatif. SumberL data yangL digunakan yaituL data primerL yang 

diperolehL dengan wawancaraL langsung danL data sekunderL diperoleh dariL 

dokumen Lberkaitan. Hasil penelitianL ini menunjukkanL bahwa dalamL 

pengelolaan alokasiL dana desaL dalam pembangunanL desa diL Desa KutaL 

Bakti SecaraL Keseluruhan mulaiL dari akuntabilitasL dan Ltransparansi, 

sudah cukupL baik, akanL tetapi masihL memiliki cukupL banyak kelemahanL 

dan Lkekurangan. Hal tersebutL dibuktikan dalamL pengelolaan alokasiL 

dana Ldesa, pemerintah telahL menerapkan prinsipL akuntabilitas, yaituL 

dengan melibatkanL masyarakat dalamL perencanaan pengalokasianL dana 

desaL ( musyawarah Ldesa ), akan tetapiL hanya sampaiL perencanaan sajaL 

selebihnya dijalankanL oleh pemerintahL desa tanpaL melibatkan aparatL 

desa dalamL mengelola danaL desa Ltersebut. kemudian penerapanL 

transparansi sesuaiL dengan pelaksanaanL ketiga mekanismeL tersebut, 

penerapanL transparansi dalamL pengelolaan alokasiL dana desaL didesa kutaL 

bakti dikatakanL kurang Lbaik, hal tersebutL dikarnakan kurangnyaL 

pemerintah menerapkanL prinsip transparansiL yaitu denganL tidak 

sepenuhnyaL melibatkan masyarakatL desa kutaL bakti dalamL pengelolaan 
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danaL desa danL kurangnya keterbukaanL dalam pengelolaanL dana desaL 

tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti 

yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pangelolaan 

dana desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

diteliti terletak pada objek penelitian yang diteliti, penelitian L ini 

dilakukanL di DesaL Kuta LBakti, kecamatan BabulL Makmur, kabupatenL 

Aceh LTenggara, sedangkan penelitianL yang akanL diteliti dilakukan diL 

Desa pegalangan kidul kecamatan maron kabupatenL probolinggo.
26

 

h. Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, Stanly W. Alexander 

Tahun (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi 

Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kauneran Satu Kecamatan 

Sonder Kebupaten Minahasa”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui mekanisme dari penyaluran alokasi dana desa kauneran salah 

satu kecamatan sonder kabupaten minahasa dan mengetahui kendala 

yang dihadapi dalam transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan 

alokasi dan desa di desa kauneran satu kabupaten minahasa. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban 

pengalokasian bertahap dana desa mulai dari penganggaran, 

pengalokasian, penggunanan, pelaporan, dan pemantauan atau evaluasi 

berjalan dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan diteliti yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi 

                                                             
26 Sri Wahyuni. “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten 

Aceh Tenggara)” .2019 
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pangelolaan dana desa. Adapun perbedaan penelitian ini L dengan 

penelitianL yang akanL diteliti terletak padaL objek penelitian yang diteliti, 

penelitianL ini dilakukan di Desa Kaunaren, kecamatan Sonder, kabupaten 

Minahasa, sedangkanL penelitian yangL akan diteliti dilakukanL di Desa 

pegalangan kidul kecamatanL maron kabupaten Lprobolinggo.
27

 

i. HilyaL Izzah (2018L) melakukan penelitian dengan judul L “Analisis 

AkuntabilitasL Pengelolaan AlokasiL Dana DesaL (ADD) dalamL Upaya 

MeningkatkanL Pembangunan danL Pemberdayaan MasyarakatL (Studi 

KasusL di DesaL Pagaran LGala-Gala KecamatanL Panyabungan SelatanL 

Madina)”. PenelitianL ini bertujuan untukL menerapkan transparansi dan 

akuntabel karenaL tim pelaksanaL Alokasi DanaL Desa dalamL 

menyelenggarakan administrasiL keuangan belumL sesuai denganL 

ketentuan yangL berlaku karenaL tidak melakukanL transparansi danL 

akuntabel kepadaL masyarakat Ldesa. Penelitian iniL diharapkan dapatL 

bermanfaat bagiL Pemerintah KabupatenL Madina KhususnyaL Kecamatan 

PanyabunganL Selatan DesaL Pagaran LGala-Gala dalamL upaya 

meningkatkanL akuntabilitas pengelolaanL alokasi danaL desa. MetodeL 

penelitian yangL digunakan adalahL pendekatan metodeL kualitatif. 

PenelitianL dilakukan denganL wawancara secaraL mendalam danL dengan 

caraL pengamatan langsungL pada padaL pelaksanaan alokasiL dana Ldesa. 

Hasil penelitianL menunjukkan bahwaL untuk perencanaanL dan  

pelaksanaanL kegiatan alokasiL dana desaL telah diL dilaksanakan sesuaiL 

                                                             
27 Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, Stanly W. Alexander. “Analisis 

Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban 

Alokasi Dana Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”. 2018 
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dengan yangL direncanakan. DanL Akuntabilitas AlokasiL Dana DesaL 

Pagaran LGala-Gala belumL melakukan transparansiL dan akuntabel kepada 

masyarakat desa karena tidak menyampaikan semua kegiatan yang telah 

terlaksana dan yang belum terlaksana. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu 

membahas mengenai pengelolaan anggaran dana desa. Adapun 

perbedaanL penelitian iniL dengan penelitianL yang akanL diteliti terletak 

padaL topik penelitian, penelitianL ini membahasL mengenai analisis 

akuntabilitas anggaran dana desa, sedangkan penelitian yang akan diteliti 

membahas mengenai akuntabilitas dan trnasparansi pengelolaan lapporan 

keuangan desa.
28

 

j. Wahyu (2018) melakukan penelitian denganL judul “AkuntabilitasL dan 

TransparansiL Pemerintah DesaL dalam PengelolaanL Alokasi DanaL Desa 

(ADDL) di DesaL Borong LPa‟la‟laL Kecamatan PattallassangL Kabupaten 

LGowa”. Penelitian iniL dilaksanakan diL Desa BorongL Pa‟la‟laL Kecamatan 

PattallassangL Kabupaten LGowa. Penelitian iniL menggunakan metodeL 

kualitatif denganL pendekatan Ldeskriptif. Tujuan dariL penelitian iniL yaitu 

untukL mengukur akuntabilitasL dan transparansiL desa yangL mendapatkan 

jumlahL ADD. HasilL deskripsi didapatL melalui pengukuranL dengan 

membandingkanL undang-undangL Permendagri 113L tahun 2014L dengan 

kegiatanL lapangan yangL sesungguhnya. HasilL penelitian berdasarkanL 

Permendagri 113L tahun 2014L menunjukkan bahwaL secara garisL besar 

                                                             
28

 Hilya Izzah. “ Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya 

Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pagaran 

Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)”. 2018 
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pengelolaanL alokasi danaL desa diL Desa BorongL Pa‟la‟laL sudah akuntabelL 

dan transparanL pada tahapanL penatausahaan, pelaporanL dan 

pertanggungjawabannya. DidukungL pula denganL masyarakat yangL turut 

aktifL dalam melakukanL pembangunan Ldesa. 

Persamaan penelitianL ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu 

membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana 

desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

diteliti terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti yaitu membahas 

mengenai perkembangan desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron 

Kabupaten Probolinggo dengan kurangnya transparansi dana.
29

 

LTABEL 2.1L 

LPENELITIAN TERDAHULU 

 

 NAMA JUDULL PERSAMAANL LPERBEDAAN 

1 NiusL Gwijangge, 

IL Ketut LJati. I 

GustiL Ayu MadeL 

Asri DwijaL Putri. 

NiL Gusti PutuL 

Wirawati (2021) 

LAkuntabilitas, 

Transparansi 

LPemerintah Desa 

LDan Pengelolaan 

LDana Desa 

Membahas 

terkait 

pengelolaan 

keuangan desa 

Lokasi penelitian 

2 NurL Asia UsmanL 

Betan, PaskahL Ika 

NugrohoL (2021)) 

AkuntabilitasL Dan 

TransparansiL 

Pengelolaan Dana 

LDesa. 

Membahas 

terkait 

akuntabillitas dan 

transparansi 

pengelolaan dana 

desa 

Lokasi penelitian 

 

3 Christa Yunnita 

Garung (2020) 

Pengaruh 

Akuntabilitas Dan 

Transparansi 

Terhadap 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (Add) 

Dalam Pencapaian 

Membahas 

terkait 

akuntabilitas dan 

transparansi 

pengelolaan dana 

desa 

Lokasi penelitian 

 

                                                             
29

 Wahyu. “akuntabilitasL dan transparansiL pemerintah desaL dalam pengelolaanL alokasi danaL 

desa (addL) di desaL borong Lpa’la’laL kecamatan pattalassangL kabupaten Lgowa”. 2018 
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 NAMA JUDULL PERSAMAANL LPERBEDAAN 

Good Governance 

Pada Desa Manulea, 

Kecamatan 

Sasitamean, 

Kabupaten Malaka 

4 Angraini 

Qurra‟atul M 

(2019L) 

AkuntabilitasL 

Pengelolaan LAlokasi 

Dana DesaL Di DesaL 

Tutul Kecamatan 

BalungL Kabupaten 

Jember tahun 2018L 

Membahas 

terkait 

akuntabilitasL 

anggaran dana 

desaL 

Lokasi penelitian 

 

5 Arif Rivan & 

Irfan Ridwan 

maksum (2019) 

 Penerapan system 

keuangan desa 

dalam pengelolaan 

keuangan desa 

Membahas 

terkait 

pengelolaan 

keuangan Desa 

Lokasi penelitian 

 

6 I Made Yoga 

Darma Putra, Ni 

Ketut Rasmini 

(2019L) 

AkuntabilitasL Dan 

TransparansiL 

pemerintah desaL 

dalam LPengelolaan 

alokasi DanaL Desa. 

Membahas 

terkait 

akuntabillitas 

pengelolaan dana 

desa 

Lokasi penelitian 

 

7 Sri Wahyuni 

(2019) 

Penerapan 

Akuntabilitas Dan 

Transparansi 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa Dalam 

Pembangunan Desa 

(Studi Kasus Desa 

Kuta Bakti 

Kecamatan Babul 

Bakmur Kabupaten 

Aceh Tenggara) 

Membahas 

terkait 

pengelolaan 

keuangan Desa 

Lokasi penelitian 

 

8 Fernando Victory 

Tambuwun, 

Harijanto 

Sabijono, Stanly 

W. Alexander 

(2018) 

Analisis 

Transparansi Dan 

Akuntabilitas 

Otonomi Desa 

Dalam Pengelolaan 

Dan 

Pertanggungjawaban 

Alokasi Dana Desa 

Kauneran Satu 

Kecamatan Sonder 

Kebupaten 

Minahasa 

Kecamatan 

Winongan 

Membahas 

terkait 

akuntabillitas dan 

transparansi 

pengelolaan dana 

desa 

Lokasi penelitian 
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 NAMA JUDULL PERSAMAANL LPERBEDAAN 

Kabupaten 

Pasuruan) 

 

9 Hilya Izzah 

(2018) 

AnalisisL 

Akuntabilitas 

PengelolaanL Alokasi 

DanaL Desa (LAdd) 

Dalam LUpaya 

Meningkatkan 

PembangunanL Dan 

PemberdayaanL 

Masyarakat (StudiL 

Kasus DiL Desa 

PagaranL Gala-GalaL 

Kecamatan 

PanyabunganL 

Selatan LMadina).  

Membahas 

terkait 

akuntabilitas dan 

transparansi 

pengelolaan dana 

desa 

LokasiL penelitian 

 

10 WahyuL (2018) AkuntabilitasL Dan 

TransparansiL 

pemerintah desaL 

dalam LPengelolaan 

alokasi DanaL Desa. 

Membahas 

akuntabillitas dan 

transparansi 

pengelolaan dana 

desa 

Lokasi penelitian 

 

Sumber: Data diolah, 2023. 

 

2. Kajian teori  

a. Akuntabilitas 

1) Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kosep etika yang dekat dengan administrasi 

publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga 

legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) hal L ini seringL 

digunakan denganL komsep-konsep sepertiL yang dapatL 

dipertanggungjawabkan (responssibility), kemampuanL memberikan 

jawabanL (answerality), yangL dapat dipersilahkan (Lblameworthiness) 
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dan mempunyaiL ketidakbebasan (liablityL) termasuk istilahL lain yangL 

menerangkannya.
30

 

AkuntabilitasL juga sebagai bentuk kewajiban dalam 

mempertanggungjawabkanL keberhasilan atauL kegagalan Lpelaksanaan 

kebijakan yangL dipercayakan kepadaL entitas pelaporanL dalam 

mencapaiL tujuan yangL ditetapkan secaraL periodik.
31

 Sedangkan 

akuntabilitas publik dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut. 

2) Indikator akuntabilitas 

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk 

pengukuran dalam penelitian ini yakni : 

a. Tahap Perencanaan 

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 

2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan 

dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan 

secara tertib. 

                                                             
30 DwiL Martani., Ldkk, Akuntansi KeuanganL Menengah BerbasisL PSAK, LCet. 1 (jakartaL : Salemba 

LEmpat, 2014), L54. 

 
31 LMardiasmo, Akuntansi sektorL publik ( YogyakartaL : ANDI, L2004), 3. 
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3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 

laporan pertanggungjawaban. 

4. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada 

Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

b. Tahap Pelaporan 

1. KepalaL Desa menyampaiakanL laporan realisasiL pelaksanaan 

APBDesaL kepada LBupati/ Walikota berupaL laporan semesterL 

pertama danL laporan semesterL akhir Ltahun. 

2. LaporanL semester pertamaL berupa laporanL realisasi APBDesaL 

3. LaporanL realisasi pelaksanaanL APBDesa semesterL pertama 

disampaikanL paling lambatL pada akhirL bulan JuliL tahun 

Lberjalan. 

4. LaporanL semester tahunL disampaikan palingL lambat padaL akhir 

bulanL Januari tahunL berikutnya. 

c. TahapL Pertanggungjawaban 

1. KepalaL Desa menyampaikanL laporan pertanggungjawabanL 

realisasi pelaksanaanL APBDesa kepadaL Bupati/WalikotaL setiap 

akhirL tahun Langgaran. 

2. LaporanL pertanggungjawaban realisasiL pelaksanaan APBDesaL 

terdiri dariL pendapatan, Lbelanja, dan Lpembiayaan. 

3. LaporanL pertanggungjawaban Lrealisasi pelaksanaan APBDesaL 

ditetapkan denganL Peraturan LDesa.  
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MediaL akuntabilitas yangL memadai dapatL berbentuk laporanL yang 

dapatL mengekspresikan pencapaianL tujuan melaluiL pengelolaan sumberL 

daya suatuL organisasi, karenaL pencapaian tujuanL merupakan salahL satu 

ukuranL kinerja individuL maupun unitL organisasi. TujuanL tersebut dapatL 

dilihat dalamL rencana stratejikL organisasi, rencanaL kinerja, danL program 

kerjaL tahunan, denganL tetap berpegangL pada RencanaL Jangka PanjangL 

dan MenengahL (RJPM) danL Rencana KerjaL Permerintah (LRKP). 

b. TransparansiL  

TransparansiL berarti keterbukaanL (openness) pemerintahL dalam 

memberikanL informasi yangL terkait denganL aktivitas pengelolaanL 

sumber dayaL publik kepadaL pihak-pihakL yang membutuhkanL 

informasi.
32

 Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa 

transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan 

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan. 

KerangkaL Transparansi danL akuntabilitas publikL dibangun palingL 

tidak atasL lima komponenL yaitu : 

  

                                                             
32 Mardiasmo, Akuntansi sektor publik (Yogyakarta : ANDI, 2010),30. 
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1) SistemL perencanaan strategis 

RencanaL strategis adalahL suatu prosesL yang membantuL 

oraganisasi untukL memikirkan tentangL sasaran yangL harus diterapkanL 

untuk memenuhiL misi merekaL dan arahL apa yangL harus direncamakanL 

untuk mencapaiL sasaran Ltersebut. Hal tersebutL adalah dasarL dari 

semuaL perencanaan, Lpenganggaran, pelaksanaan, Lpengawasan, dan 

evaluasiL suatu kegiatanL organisasi. 

2) SistemL pengukuran kinerjaL 

RencanaL kinerja menekankanL komitmen organisaiL untuk 

mencapaiL hasil tertentuL sesuai denganL tujuan, Lsasaran, dan strategiL 

dari rencanaL strategis organisasiL untuk permintaanL sumberdaya yangL 

dianggarkan. PengukuranL kinerja adalahL proses berjalanL untuk 

merencanakanL dan memonitorL kinerja. PenilaianL ini membandingkanL 

kinerja aktualL selama reviewL tertentu denganL kinerja yangL 

direncanakan. DariL hasil perbandinganL tersebut, terdapatL hal-halL yang 

perluL diperhatikan, perubahanL atas kinerjaL yang diterapkanL dan arahL 

masa depanL bisa Ldirencanakan. 

3) SistemL pelaporan keuanganL 

DipublikasikanL tahunan atauL setiap periodeL tahun Lberjalan, 

maksimal satuL bulan setelahL satu tahunL berjalan. LaporanL 

akuntabilitas termasukL program danL informasi Lkauangan, seperti 

laporanL keuangan yangL telah diauditL dan indikatorL kinerja yangL 
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merefleksikan kinerjaL dalam hubungannyaL dengan pencapaianL tujuan 

utamaL organisasi 

4) SaluranL akuntabilitas publikL 

KesepakatanL kinerja Ldidesain, dalam hubungannyaL antara 

denganL yang melaksanakanL pekerjaan untukL menyediakan sebuahL 

proses untukL mengukur kinerjaL dan bersamaanL dengan ituL 

membangun Lakuntabilitas. 

5) AuditingL sektor publikL 

DimanaL organisaisi memonitorL kinerjanya danL mengevaluasi 

kemampuannyaL mencapai tujuanL kinerja, ukuranL pencapaian 

kinerjanyaL dan Ltahapan-tahapan, sertaL mengendalikan danL 

meningkatkan prosesL itu. 

MenurutL Permendagri LNo. 113 TahunL 2014 dalamL laporan 

keuanganL daerah harusL transparan sesuaiL dengan peraturanL seperti 

Lberikut : 

a. KegiatanL Pencatatan KasL masuk maupunL keluar dapatL diakses 

denganL mudah olehL masyarakat. SertaL ada papanL pengumuman 

mengenaiL kegiatan yangL sedang Ldijalankan. 

b. LaporanL realisasi danL laporan pertanggungjawabanL realisasi 

pelaksanaanL APBDesa diinformasikanL kepada masyarakatL secara 

tertulisL dan denganL media informasiL yang mudahL diakses olehL 

masyarakat. 
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c. LaporanL Realisasi danL Laporan PertanggungjwabanL Realisasi 

PelaksanaanL ADD disampaikanL kepada LBupati/Walikota melaluiL 

camat.
33

 

LaporanL keuangan daerahL dapat dikatakanL transparan apabilaL 

memenuhi peraturanL berikut yangL tertuang dalam PermendagriL 

Nomor 113L Tahun L2014. 

1. LaporanL realisai danL laporan pertanggungjawabanL realisasi 

pelaksanaanL ADD diinformasikanL kepada masyarakatL secara 

Ltertulis. 

2. LaporanL realisasi danL laporan pertanggungjawabanL realisasi 

pelaksanaanL ADD diinformasikanL dengan mediaL informasi yangL 

mudah diaksesL oleh masyarakatL antara lainL papan Lpengumuman, 

radio Lkomunitas, dan mediaL informasi Llainnya. 

3. LaporanL realisasi danL laporan pertanggungjawabanL realisasi 

pelaksanaanL ADD disampaikanL kepada BupatiL melalui Lcamat. 

4. LaporanL pertanggungjawaban realisasiL pelaksanaan ADDL 

disampaikan palingL lambat satuL bulan setelahL akhir tahunL 

anggaran Lberkenaan. 

c. AlokasiL Dana DesaL 

MenurutL Peraturan PemerintahL Republik IndonesiaL Nomor 72L 

Tahun 2005L Tentang LDesa, alokasi danaL desa merupakanL bagian dariL 

dana perimbanganL keuangan pusatL dan daerahL yang diterimaL oleh 

                                                             
33 Mardiasmo, Akuntansi sektor publik (Yogyakarta : ANDI, 2009), 
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kabupaten/kotaL untuk desaL paling sedikitL 10% (sepuluhL persen), yangL 

pembagiannya untukL desa secaraL proporsional.  Pengelolaan KeuanganL 

Alokasi DanaL Desa (LADD) merupakan bagianL yang tidakL terpisahkan 

dariL Pengelolaan KeuanganL Desa dalamL APB DesaL oleh karenaL itu 

dalamL Pengelolaan KeuanganL Alokasi DanaL Desa (ADDL) harus 

memenuhiL Prinsip PengelolaanL Alokasi DanaL Desa yaituL Seluruh 

kegiatanL yang didanaiL oleh AlokasiL Dana DesaL (ADD) Ldirencanakan, 

dilaksanakan danL dievaluasi secaraL terbuka denganL prinsip Ldari, oleh 

danL untuk Lmasyarakat, Seluruh kegiatanL harus dapatL 

dipertanggungjawabkan secaraL administrative, teknisL dan hukum, 

AlokasiL Dana DesaL (ADD) dilaksanakanL dengan menggunakanL prinsip 

Lhemat, terarah danL terkendali., JenisL kegiatan yangL akan dibiayaiL 

melalui AlokasiL Dana DesaL (ADD), sengatL terbuka untukL meningkatkan 

saranaL Pelayanan MasyarakatL berupa PemenuhanL Kebutuhan LDasar, 

Penguatan KelembagaanL Desa danL kegiatan lainnyaL yang Ldibutuhkan 

Masyarakat DesaL yang diputuskanL melalui MusyawarahL Desa danL 

Alokasi DanaL Desa (LADD) harus dicatatL dalam AnggaranL Pendapatan 

danL Belanja DesaL (APBDesa) danL proses penganggarannyaL mengikuti 

mekanismeL yang Lberlaku. Untuk PembiayaanL Desa memilikiL hubungan 

denganL Alokasi DanaL Desa, sehinggaL Pemerintah DaerahL Kabupaten 

memberikanL Alokasi DanaL Desa kepadaL setiap DesaL yang beradaL di 

Lwilayahnya. Hal iniL tercantum padaL Undang-UndangL Nomor 6L Tahun 

2014L tentang DesaL yang menyebutkanL bahwa keuanganL desa adalahL 
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semua hakL dan kewajibanL Desa yangL dapat dinilaiL dengan uangL serta 

segalaL sesuatu berupaL uang danL barang yangL berhubungan denganL 

pelaksanaan hakL dan kewajibanL desa yangL menimbulkan Lpendapatan, 

belanja, pembiayaanL dan pengelolaanL keuangan Ldesa. Alokasi DanaL 

Desa diberikanL oleh pemerintahL Pusat yangL diperoleh dariL dana 

perimbanganL APBN yangL diterima olehL Kabupaten/KotaL dalam 

AnggaranL Pendapatan danL Belanja DaerahL (APBD) setelahL dikurangi 

DanaL Alokasi KhususL (DAK) sebesarL 10%. DanaL tersebut kemudianL 

dapat digunakanL untuk membiayaiL penyelenggaraan, Lpemerintahan, 

pelaksanaan Lpembangunan, pembinaan Lkemasyarakatan, dan 

pemberdayaanL masyarakat. JumlahL nominal yangL akan diberikanL kepada 

Lmasing-masing desaL akan berbedaL tergantung dariL georafis Ldesa, jumlah 

Lpenduduk, serta jumlahL angka Lkematian. Alokasi danaL sebesar 10%L 

yang diterimaL oleh desaL akan menyebabkanL peningkatan terhadapL 

pendapatan Ldesa. 

TahapanL pengelolaan ADDL diatur secaraL garis besarL mulai dariL 

tahap Lperencanaan, pelaksanaan, danL pertanggungjawaban sebagaiL 

berikut: 

1) TahapL perencanaan 

MekanismeL perencanaan ADDL dimulai dariL Kepala DesaL selaku 

penanggungjawabL ADD mengadakanL musyawarah desaL untuk 

membahasL rencana penggunaanL ADD, yangL dihadiri olehL unsur 

pemerintahL desa, BadanL Permusyawaratan LDesa, lembaga 
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kemasyarakatanL desa danL tokoh Lmasyarakat, hasil musyawarahL 

tersebut dituangkanL dalam RancanganL Penggunaan DanaL (RPD) yangL 

merupakan salahL satu bahanL penyusunan LAPBDes. 

2) TahapL Pelaksanaan 

PelaksanaanL kegiatan sebagaimanaL ditetapkan dalamL APBDes yangL 

pembiayaannya bersumberL dari ADDL sepenuhnya dilaksanakanL oleh 

TimL Pelaksana LDesa, selanjutnya gunaL mendukung keterbukaanL dan 

penyampaianL informasi secaraL jelas kepadaL masyarakat, makaL pada 

setiapL pelaksanaan kegiatanL fisik ADDL wajib dilengkapiL dengan 

PapanL Informasi KegiatanL yang dipasangL di lokasiL kegiatan. 

3) TahapL Pertanggungjawaban 

PertanggungjawabanL ADD terintegrasiL dengan pertanggungjawabanL 

Pelaksanaan pengalokasian, penyaluran dan pertanggungjawaban 

anggaran dana desa sesuai dengan peraturan bupati probolinggo 

nomor 82 tahun 2020. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib 

melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang 

mencakup perkembangan peelakasanaan dan penyerapan dana, serta 

Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang 

merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan. 

ADD dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut. Pelaksanaan 

alokasi dana desa didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini: 

a. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan 

diketahui oleh masyarakat luas 
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b. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pemeliharaan. 

c. Seluruh aktivitas dapat dipertanggungjawabkan secara 

administratif, teknis dan hukum 

d. Memfungsikan peran lembaga kemasyrakatan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya. 

e. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat 

keberhasilannya 

f. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara 

berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi 

masyarakat 

g. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan 

pembangunan ditingkat daerah provinsi/ kabupaten/ kota/ 

kecamatan hingga desa.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

MetodeL penelitian merupakan suatuL kegiatan ilmiahL yang Lterencana, 

terstruktur, sistematisL serta memiliki tujuanL tertentu baikL praktis maupunL teoritis. 

Pada penelitianL ini, penelitiL dituntut untukL mengetahui danL memahami metodeL 

dan sistematikaL penelitian. AdapunL dalam penelitianL ini menggunakanL penelitian 

kualitatifL yaitu : 

A. Pendekatan dan Jenis penelitian 

Pendekatan dalamL penelitian iniL menggunakan pendekatan Lkualitatif. 

Penelitian kualitatifL digunakan untukL memahami situasiL sosial secara 

mendalamL dan untukL meneliti suatuL objek yangL alamiah.
34

 Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti 

sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat 

kualitatif lebih menekan pada makna. Metodelogi penelitian kualitatif 

bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek 

penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu 

atau kelompok.
35

  

JenisL penelitian yangL dikuganakan peneliti adalahL jenis penelitian 

Ldeskriptif. Data yangL diperoleh dari penelitian dengan pendekatan kualitatif 

berupa kata-kata yang merupakan gambaran lengkap dari objek penelitian. 
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Penelitian kualitatif digunakan apabila masalah dalam penelitian masih belum 

jelas, untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami 

interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, dan untuk memastikan kebenaran 

data.
36

 Pada penelitian ini peneliti ingin mendiskripsikan bagaimana 

akuntabilitasL dan transparansiL pengelolaan laporan keuanganL yang ada di DesaL 

Pegalangan Kidul Kecamatan Maron KabupatenL Probolinggo serta menganlisis 

apakah pengelolaan laporan keuangan yang disajikan oleh Desa pegalangan 

Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan pemerintahan. 

B. Lokasi penelitian 

LokasiL penelitian merupakanL sebuah tempat yangL akan dilaksanakannya 

Lpenelitian. Pada penelitian iniL lokasi peneltian bertempat diL Desa Pegalangan 

Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Hal-halL yang menjadiL 

pertimbangan dalamL penentuan objekL dan lokasiL pada penelitian iniL adalah 

sebagaiL berikut: 

1. Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinngo belum 

menerapkan akuntabilitas dan transparansi. 

2. Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo 

berkembang menjadi Desa yang maju tanpa adanya transparansi dana Desa.  

                                                             
36

 Ibid., 24-25. 
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C. Subyek penelitian 

SubjekL penelitian adalahL orang dalamL latar penelitianL yaitu orangLyang 

dimanfaatkanL untuk memberikanL informasi terkaitL situasi danL kondisi latarL 

penelitian.
37

 Subjek penelitianL ini menggunakanL Purposive yaitu teknikL 

pengambilan sampelL sumber dataL dengan pertimbanganL tertentu. 

PertimbanganL tertentu yang dimaksud yaitu misalnya L orang tersebutL dianggap 

palingL mengetahui tentangL apa yangL kita Lharapkan, atau mungkinL dia sebagaiL 

penguasa sehinggaL akan memudahkanL peneliti menjelajahiL objek yangL di 

teliti.
38

 Dalam hal Lini, informasi atau data yangL akan dikumpulkanL berasal dariL 

beberapa Linforman, diantaranya : 

1. BapakL Badrul Huda selaku kepala Desa Pegalangan Kidul merupakanL 

informan yangL diharapkan penelitiL dapat memberikanL gambaran umumL 

tentang Desa, serta pengelolaan kegiatan operasional yang ada di Desa 

Pegalangan Kidul. 

2. Bapak Imam Masykuri selakuL bendahara Desa merupakanL informan yangL 

diharapkan penelitiL dapat memberikanL informasi mengenaiL pengelolaan, 

penyajianL serta pelaporanL keuangan yangL ada diL Desa Pegalangan Kidul. 

3. Masyarakat  sekitar yakni M. Ahsanur Rofi (Mahasiswa). Siti Nur Hasanah 

(Guru). Suhut (petani) yang diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan mengenai kegiatan operasional Desa pegalangan Kidul. 

  

                                                             
37 Tim penyusun, Pedoman penulisan, 46. 
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Sugiyono, MetodeL Penelitian LKuantitatif, Kualitatif, dan LR&D, 218-L219.  
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D. Teknik pengumpulan data 

TeknikL pengumpulan dataL yang digunakanL adalah konsepL Triangulasi 

yakniL gabungan dariL observasi partsipatif, wawancara mendalamL dan studiL 

dokumentasi.
39

 PadaL setiap penelitianL selalu digunakanL alat pengumpulL data 

yangL selanjutnya disebutL sebagai teknikL pengumpulan Ldata, ditujukan kepadaL 

informan, yakniL kepala DesaL Pegalangan Kidul, bendahara Desa dan 

masyarakat Desa Pegalangan Kidul sebagai bentuk upaya peneliti guna 

mendapatkanL data yangL berhubungan denganL permasalahan mengenaiL 

“Analisis AkuntabilitasL dan Transparansi terhadap Pengelolaan Laporan 

Keuangan Desa pada Kantor Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron 

Kabupaten Probolinggo”. Alasan  peneliti menggunakan teknik triangualasi 

dikarenakan tidak adanya pengumpulan data yang lengkap, detail, atau benar-

benar sempurna untuk mendapatkan informasi dengan hanya menggunakan 

satu cara (tunggal). Penggunaan triangulasi ini sangat membantu peneliti dalam 

penelitian kualitatif. Pada Lumumnya, peneliti menggunakanL teknik triangulasiL 

dalam artiL menggunakan teknikL wawancara danL pengamatan Ldilapangan. 

Pengumpulan dataL harus dilakukanL secara sistematisL bukan sekedarL 

melaksanakan pembicaraanL singkat atauL hanya beradaL dilapangan. Peran 

penelitiL sangatlah penting karena peneliti adalah intsrumen utama dalam 

sebuah penelitian kualitatif, keterlibatan peneliti L harus berkualitasL yang 

menuntutL keahlian, Lketerampilan, dan pengetahuanL yang Lluas.
40
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 4 J.R. LRaco, Metode LPenelitian Kualitatif LJenis, Karakteristik, danL Keunggulannya (JakartaL: 

PT. GramediaL Widiasarana LIndonesia, 2010) L111. 
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Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh dari observasi partisipatif atau pengamatan langsung di 

lokasi penelitian, dan wawancaraL tidak terstrukturL atau terbukaL terhadap 

beberapaL informan yangL dianggap mampuL memberikan informasi atau data 

yangL dibutuhkan oleh Lpeneliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

dokumentasi saat penelitian berlangsung serta data pendukung lainnya yang 

didapatkan diluar observasi dan wawancara, seperti catatan kas penerimaan dan 

pengeluaran, dan dokumen lainnya yang mendukung.  

1. Pengamatan langsung (observasi) 

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. PenelitiL dapat merefleksikanL kegiatan danL interaksi kepadaL 

subjek penelitianL secara Lsistematis. Semua kondisiL dilapangan dapatL 

dicatat danL direkam denganL teliti sesuaiL dengan topikL penelitian. 

Pengamatan iniL sangat membantuL karena penelitiL dapat menganalisisL 

fenomena atauL kondisi sosialL secara Llangsung, sehingga dapatL 

memperluas wawasanL peneliti dalamL mengkaji permasalahanL yang 

menjadiL fokus Lpenelitian. Tahapan dalamL proses observasiL ini meliputiL 

pengamatan secaraL umum, selanjutnyaL mengidentifikasi aspek-aspekL yang 

menjadiL pusat perhatian, pembatasan objekL penelitian, sertaL pencatatan 

hasilL pengamatan.
41
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 FaridaL Nugrahani, MetodeL Penelitian KualitatifL Dalam PenelitianL Pendidikan BahasaL 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud 

untuk menggali informasi yangL dibutuhkan. PihakL yang diL wawancarai 

disebutL sebagai narasumber, yang akan memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakanL teknik wawancaraL yang tidak terstrukturL atau 

terbuka. Wawancara TidakL Terstruktur bertujuanL untuk mendapatkan 

informasi bukanL baku atau bukan informasi yangL bersifat Ltunggal. 

Perbedaan wawancara teknik ini dengan wawancara terstruktur yaitu 

waktu bertanya dan memberikan jawaban lebih bersifat bebas. Selain itu, 

narasumber yang diwawancaraiL terbatas karenaL pemilihan narasumber 

yangL dilakukan denganL memilih Lorang-orang tertentuL yang dianggapL 

memahami kondisiL sosial yangL mendalam danL luas.
42

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa 

catatan, gambar, dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari 

metode observasi dan wawancara. Hasil pengumpulan data dari observasi 

dan wawancara akan lebih kredibel apabila didukung dengan dokumen-

dokumenL baik Lcatatan, gambar, atauL yang lainnyaL sesuai denganL keadaan 

Laslinya. 
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E. Analisis data  

Teknik analisis data difokuskan ketika penelitian berlangsung bersamaan 

dengan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

analisis data model Miles dan Huberman yaitu analisis L data yang dilakukanL 

secara interaktifL dan terusL menerus hingga Ltuntas. Dalam model ini, teknik 

analisisL data yang digunakan yaituL reduksi data (data Lreduction), penyajian 

data (dataL display), danL penarikan kesimpulan (conclusion).
43

 Berikut 

merupakan LLangkah-langkah peneliti dalamL melakukan analisisL data:  

1. ReduksiL data 

LData dalam penelitian kualitatif dipaparkan dalam bentuk narasi 

deskriptif untuk mencari kesamaan dan perbedaan informasi. Reduksi L data 

dapatL diartikan sebagai prosesL pemilihan, Lpengklasifikasian, penggolongan, 

atauL penyederhanaan infromasi yang meluasL dari catatanL lapangan. Dalam 

proses reduksi data, peneliti berpedoman pada tujuan yang akan dicapai. 

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah fokus pada temuan. JawabanL 

atau informasiL yang didapatkanL dari prosesL wawancara harusL di periksaL 

melalui pengamatanL atau Ldokumentasi, sehingga Lbenar-benar ditemukanL 

data yangL sesungguhnya secaraL menyeluruh. ReduksiL data jugaL diartikan 

sebagai prosesL berfikir sensitifL yang membutuhkanL pemahaman danL 

wawasan peneliti yangL mendalam, sehingga dapat mereduksi data yang 

memiliki temuan dan pengembangan teori yang signifikan.
44
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2. Penyajian data  

Penyajian data dalam suatu penelitian kualitatif harus disajikan dalam 

bentuk yang kompleksL dan narasiL deskriptif yangL lengkap. PadaL umumnya 

dilengkapiL dengan Lbagan, skema, Lgrafik, gambar, danL sebagainya agarL data 

dapatL dibaca secaraL jelas, Lrinci, dan mudahL dipahami. Tujuan penyajian 

data ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebagai 

fokus penelitian, makaL dari ituL data harusL dikemas secaraL sistematik agarL 

membantu penelitiL dalam melakukanL analisis.
45

 

3. PenarikanL kesimpulan 

KesimpulanL adalah intisari dari temuanL penelitian yangL 

menggambarkan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian atau L 

keputusan Lsebelumnya. Kesimpulan harusL dibuat relevanL dengan rumusan 

masalahL dan tujuanL penelitian, kesimpulanL bukanlah suatuL ringkasan dariL 

semua dataL yang ditemukanL melainkan jawabanL dari semuaL permasalahan 

yangL dirumuskan pada penelitian tersebut. Kesimpulan merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum ada, temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang menjadi fokus penelitian.
46

 

F. Keabsahan data 

TeknikL yang harusL dicapai untuk menyatakan bahwaL data yangL di 

analisis benar-benarL diperoleh secara alamiL dan umumL yaitu menggunakan 

teknik pemeriksaan keabsahan Ldata, Dalam uji keabsahanL data, seringL hanya 

ditekankanL pada ujiL validitas danL reliabilitas. DalamL penelitian kualitatif 

                                                             
45

 FaridaL Nugrahani, MetodeL Penelitian, L175-176. 
46

 LHardani, Metode LPenelitian, 170-L171. 

 



 

 

45 

temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila data yang ditemukan peneliti 

dengan data pada objek penelitian tidak ada perbedaan yang signifikan. Uji 

keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas yang 

meliputi : 

a. Peningkatan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan dapat menambah pengamatan lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan ini maka data dapat diperoleh dengan pasti 

dan sistematis. 

b. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik penggabungan dari beberapa teknik 

pengumpulan data yang sudah ada. Peneliti menggunakan teknik Lobservasi, 

wawancara, danL dokumentasi dengan sumberL data yangL berbeda tetapiL 

menggunakan teknikL yang Lsama. Dalam triangulasi ini terdiri dari L 

triangulasi Lsumber, triangulasi Lteknik, dan triangulasiL waktu. 

c. Mengadakan memberL check 

ProsesL ini merupakanL hal yangL sangat berpengaruh dalamL pengujian 

keabsahanL data, penelitiL harus melakukanL pengecekan danL pemeriksaan 

kepadaL pihak pemberiL data. Apabili dataL yang telah ditemukan dapat 

disepakatiL oleh pihak pemberiL data, makaL data temuan dapatL dikatakan 

validL sehingga akan semakinL kredibel/dipercaya.
47

 

  

                                                             
47

 Sugiyono, Metode Penelitian, 272-276. 



 

 

46 

G. Tahap-tahap penelitian  

Tahapan penelitian merupakan persiapanL yang dilakukanL oleh peneliti 

untukL menunjang kelancaranL dalam prosesL penelitian. Beberapa tahapan yangL 

biasa dilakukan oleh peneliti berupa L persiapan sebelumL penelitian, saatL 

penelitian, maupunL sesudah Lpenelitian. Adapun tahap-tahapL penelitian adalah 

sebagaiL berikut: 

a. TahapL pra penelitian 

1) PenentuanL topik danL judul penelitianL 

2) Pemelihan objekL dan lokasiL penelitian 

3) Pencairan literaturL atau referensiL sebagai badan pendukungL 

4) PenyusunanL latar Lbelakang, rumusan Lmasalah, dan tujuanL penelitian 

untukL proses pengajuanL kepada KepalaL Program StudiL 

5) KonsultasiL kepada kepalaL program studiL hingga mendapatkanL 

persetuan  

6) PengurusanL surat pengesahanL judul, suratL tugas DosenL Pembimbing 

LSkripsi, dan suratL ijin penelitianL 

7) PenyerahanL surat pengesahanL judul danL surat tugasL kepada DosenL 

Pembimbing LSkripsi, serta suratL ijin penelitianL kepada pihakL lokasi 

Lpenelitian 

8) PenyusunanL proposal atauL rencana penelitianL 

9) PencarianL sumber referensiL dan studiL kepustakaan untukL menunjang 

dalamL penyusunan Lproposal, serta 

10) KonsultasiL dan BimbinganL kepada DosenL Pembimbing 
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b. TahapL lapangan 

1) PemantapanL konsep danL latar belakangL penelitian 

2) Penggalian informasi melalui prosesL observasi, Lwawancara, dan 

Ldokumentasi. 

3) PengumpulanL data, analisis data, danL pengujian keabsahanL data 

4) PenarikanL kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Objek Penelitian 

a. Kondisi geografi Desa 

Desa Pegalangan Kidul  merupakan salah satu dari 18 (Delapan belas) 

desa di Kecamatan Maron dan salah satu dari 325 (Tiga ratus dua puluh 

lima) desa / kelurahan di kabupaten Probolinggo. Desa pegalangan kidul 

memiliki luas 240 HaL yang terdiriL dari tanahL sawah danL tanah Lkering, 

berlokasi 16 km diarah barat selatan kota probolinggo serta berada di ujung 

palang barat desa-desa di kecamatan Maron.
48

  

SejakL berdirinya DesaL Pegalangan kidul adaL 6 (EnamL) kepala desaL 

yang memimpinL Desa. MulaiL dari namaL pak tanggi danLL setelah itu sesuai 

regulasiL terbaru diL wilayah KabupatenL Probolinggo dengan sebutanL kepala 

LDesa. Adapun daftar nama kepalaL Desa Pegalangan KidulL adalah sebagai 

berikut:  

TABEL 4.1 

Nama kepala Desa Pegalangan Kidul 

No Nama Tahun 

1. Soepin 1946-1950 

2. Roebiyati Asiman 1950-1968 

3. Moulyosari 1968-1985 

4. N. Djamal 1985-2003 

5. Moh Romli 2003-2015 

6. Badrul Huda 2015-sekarang 

Sumber: LPPD Tahun 2022 
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  Luas Wilayah Desa Pegalangan Kidul  Kecamatan Maron adalah 

240 ha merupakan daerah daratan rendah, dengan ketinggian  0 – 8 M dari 

permukaan air laut. Wilayah Desa Pegalangan Kidul   Kecmatan Maron 

sebagian  besar merupakan tanah sawah dan sebagian kecil Tanah 

pekarangan yang ditempati perumahan penduduk, dengan  hasil utama 

berupa padi. Batas wilayah Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron 

sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bulang Kecamatan Gending   

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa alassapi  Kecamatan 

Banyuanyar 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pikatan Kecamatan Gending 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Brumbungan Kidul Kecamatan 

Maron 

 Selain itu Desa pegalangan Kidul memiliki wilayah sebanyak 6 

dusun dengan 15 Rt dan 6 Rw 

1. Dusun Krajan terdiri dari Rt 1 sampai Rt 4 Rw 1 

2. Dusun Pandian terdiri dari Rt 5 sampai Rt 6 Rw 2 

3. Dusun Sukun terdiri dari Rt 7 sampai Rt 8 Rw 3 

4. Dusun Bukara terdiri dari Rt 9 sampai Rt 10 Rw 4 

5. Dusun Paras terdiri dari Rt 11 sampai Rt 13 Rw 5 

6. Dusun Bunut terdiri dari Rt 14 sampai Rt 15 Rw 6 
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a. GambaranL Umum DemografisL 

 BerdasarkanL data administrasiL Pemerintahan LDesa, jumlah 

pendudukL yang tercatatL secara Ladministrasi, jumlah totalL 3.015 jiwa. 

DenganL rincian pendudukL berjenis kelaminL laki-lakiL berjumlah 1.457 Ljiwa, 

sedangkan berjenisL kelamin perempuanL berjumlah 1.558 Ljiwa. 

SurveiL data sekunderL dilakukan olehL fasilitator pembangunanL Desa, 

dimaksudkanL sebagai dataL pembanding dariL data yangL ada diL PemDes. 

SurveiL data sekunderL yang dilakukanL pada bulanL Desember 2022, berkaitanL 

dengan dataL penduduk padaL saat Litu, terlihat dariL blanko yangL di isiL oleh 

ketuaL Rt di lingkungan Lmasing-masing. DidapatkanL data sepertiL yang adaL 

ditabel berikut.
49

 

TABEL 4.2 

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

LNo. Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki – laki  1.457 49% 

2 Perempuan 1.558 51% 

 Jumlah 3.015 100% 

Sumber: LKJP tahun 2022 

 

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa 

Pegalangan Kidul 3.015 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.457 jiwa atau 49% dari 

jumlah penduduk yang tercatat, sementara perempuan 1.558 jiwa L atau 51% 

dariL jumlah total pendudukL yang tercatat. 

LDimasing-masing kampungL dapat diketahuiL prosentase terbesarL 

populasi pendudukL berdiam. AgarL dapat mendeskripsikanL lebih lengkapL 
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tentang informasiL keadaan kependudukanL di DesaL Pegalangan Kidul di 

lakukanL identifikasi jumlahL penduduk denganL menitik beratkanL kepada 

klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan di peroleh gambaran 

tentang kependudukan Desa Pegalangan Kidul yang lebih konprehensif. 

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang 

jumlah penduduk di Desa Pegalangan Kidul berdasarkan pada usia dan jenis 

kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel  berikut: 

Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia 

Desa Pegalangan Kidul Tahun 2022 

No Kelompok usia Jumlah Prosentase 

1 0-4 139 4,6 

2 5-9 252 8,3 

3 10-14 268 8,8 

4 15-19 261 8,6 

5 20-24 216 7,1 

6 25-29 223 7,3 

7 30-34 202 6,6 

8 35-39 235 7,7 

9 40-44 210 6,9 

10 45-49 249 8,2 

11 50-54 212 7,0 

12 55-59 204 6,7 

13 Di atas 60 TAHUN 129 0,055 

JUMLAH 3.015  

Sumber: LKJP tahun 2022 

DariL total jumlahL penduduk DesaL Pegalangan Kidul, yang dapatL 

dikategorikan kelompokL rentan dariL sisi kesehatanL mengingat Lusia, yaitu 

pendudukL usia 60L tahun keatasL sebanyak 129 atauL 0,055%. 

PendudukL usia produktifL pada usiaL antara L20-49 tahunL di DesaL Suko 

jumlahnya cukupL signifikan, yaituL 1.179 jiwaL atau 51,01% dariL total 

jumlahL penduduk. 
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DariL data tersebutL diketahui bahwaL jumlah Llaki-laki usiaL produktif 

lebihL banyak dariL jumlah LPerempuan. Dengan demikianL sebenarnya Llaki-

laki usiaL produktif diL Desa Pegalangan Kidul dapatL menjadi tenagaL 

produktif yangL cukup signifikanL untuk mengembangkanL usaha-usahaL 

produktif dilakukanL oleh Lperempuan. Pemberdayaaan usahaL perempuan 

usiaL produktif diharapkanL semakin memperkuatL ekonomi Lmasyarakat, 

sementara iniL masih bertumpuL kepada tenagaL produktif dariL pihak Llaki-

laki.
50

 

b. Kondisi ekonomiL 

Secara umum mataL pencaharian wargaL masyarakat DesaL Pegalangan 

Kidul dapat teridentifikasiL kedalam beberapaL bidang mataL pencaharian, 

LPetani, buruh Ltani, PNS/LTNI/Polri, LKaryawan Swasta, LPedagang, 

Wirausaha, LPensiunan, buruh Lbangunan, Peternak. JumlahL penduduk 

berdasarkanL mata pencaharianL dapat dilihatL pada tabelL berikut. 

LJumlah Penduduk MenurutL Mata PencaharianL 

LDesa Pegalangan Kidul Tahun 2022 

No. LMacam pekerjaan LJumlah 

LProsentase dari 

Ltotal jml. LPenduduk 

( % ) 

1 Belum/Tidak bekerja 390 0,16 

2 Mengurus Rumah tangga 554 0,23 

3 Pelajar/mahasiswa 108 0,04 

4 Pensiunan 12 0,005 

5 PNS 36 0,015 

6 Kepolisian RI 1 0,0004 

7 Perdagangan 46 0,019 

8 Petani/Perkebunan 490 0,21 

9 Industri 21 0,009 

10 Kontruksi 1 0,0004 

11 Karyawan swasta 109 0,04 
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12 Karyawan BUMN 0 0 

13 Karyawan honorer 29 0,012 

14 Buruh harian lepas 21 0,009 

15 Buruh Tani/Perkebunan 453 0,19 

16 Pembantu Rumah tangga 5 0,002 

17 Tukang batu 0 0 

18 Tukang kayu 7 0,003 

19 Tukang las/pandai besi 3 0,001 

20 Tukang jahit 6 0,002 

21 Mekanik 6 0,002 

22 Juru Masak 2 0,0008 

23 Perangkat Desa 11 0,004 

Jumlah 2.311 100% 

Sumber: LPPD tahun 2022 

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Pegalangan 

Kidul jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 83,12% 

dari jumlah tersebut kehidupannya bergantung di sektor pertanian ada 

40,80% dari total jumlah penduduk. 

Dengan demikian dari data tersebut menunjukan bahwa warga 

masyarakat di desa Pegalangan Kidul memiliki alternatif pekerjaan selain 

sektor tani dan buruh tani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian 

mereka sangat bergantung dengan air irigasi. Disisi lain, air irigasi yan tidak 

dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Pegalangan 

Kidul secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga 

merekapun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.
51

 

  

                                                             
51

 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2022 

 



 

 

54 

c. Struktur Organisasi Desa 

MelaksanakanL pemerintahan Ldesa, terdapat tugasL pemerintahan yangL 

harus dilakukanL oleh tiapL desa, TugasL Pemerintahan Desa adalahL sebagai 

Lberikut:
52

 

a) MemimpinL penyelenggaraan Pemdes berdasarkanL kegiatan yangL 

ditetapkan bersama BPDL 

b) MengajukanL Rencana PeraturanL Desa 

c) MenetapkanL Peraturan DesaL 

d) MengajukanL Rencana APBDesa 

e) MembinaL kehidupan masyarakatL Desa 

f) MembinaL perekonomian DesaL 

g) Mengkoordinasikan pembangunanL desa secaraL partisipatif danL swadaya 

masyarakatL 

h) MeningkatkanL kesejahteraan rakyatL  

i) KetentramanL dan ketertibanL 

j) MenjalinL hubungan kerjaL sama denganL mitra PemdesL 

k) PengembanganL pendapatan desaL dan sebagainyaL 

BerikutL diterangkan dataL perangkat sesuaiL dengan tugas danL 

jabatannya: 

a. Badrul Huda S.Pd. JabatanL kepala DesaL Suko. Tugas danL 

kewewenangnya adalahL menyelenggarakan urusanL Pemerintahan, 

PembangunanL dan kemasyarakatanL yang menjadiL kewenanganya, 
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menyelenggarakanL tugas umumL Pemerintahan danL melaksanakan tugasL 

pembantuan dariL Pemerintah, PemerintahL Propinsi danL Pemerintah 

LKabupaten .Dan Lsebagainya. 

b. MOH. Salim, JabatanL Sekretaris DesaL Suko. Sebagian tugasL dan 

wewenangnyaL adalah menjalankanL administrasi LPemerintahan, 

Pembangunan danL kemasyarakatan didesaL serta memberikanL pelayanan 

teknisL administrasi kepadaL seluruh satuanL Organisasi PemerintahL Desa. 

DanL lain Lsebagainya. 

c. Riza Kartika, Tuffatun, Abdullah Rusdi, Basuki dan Kholil jabatan 

Kepala Dusun. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur 

wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di dusunnya 

Dan Lain sebagainya. 

d. Moh. Alvin Faqih, Jabatan KASI Pemerintahan dan Trantib. Sebagian 

tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, 

menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta 

mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya. 

e. Sutopo, Misbahurrachman. KASI Pembangunan danL Kesra. SebagianL 

tugas danL wewenangnya adalahL mengumpulkan, Lmengolah, meng 

EvaluasiL dan pelaporanL data dibidangL perekonomian danL pembangunan 

sertaL mengadakan pembinaanL keagamaan, Lkesehatan, keluarga 

berencanaL dan pendidikanL masyarakat. KoordinatorL pelaksanaan tugasL 

dalam unitL kerja, antarL unit kerjaL dengan lembagaL kemasyarakatan yangL 
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terkait baikL secara FormalL ataupun informalL guna memperolehL kesatuan 

Lpendapat. Dan lainL sebagainya. 

f. Mariyaul Ulfa, Imam Masykuri. KAURL Umum danL Keuangan, TugasL 

dan sebagianL wewenangnya adalahL melakukan pengelolaanL administrasi 

keuanganL desa yangL meliputi penyusunanL anggaran, Lpembukuan, 

pertanggungjawaban keuanganL desa danL laporan realisasiL keuangan 

sertaL membantu pemungutanL dan penyetoranL PBB kepadaL Pemerintah. 

DanL lain Lsebagainya.Semua pelaksanaL kegiatan tersebutL bertanggung 

jawabL kepada KepalaL Desa. pengumpulanL administrasi Lkepegawaian, 

penyelenggaraan Lrapat- rapat, tataL usaha Ldesa, surat Lmenyurat, 

kearsipan, penyajianL data danL kepustakaan sertaL dokumentasi. DanL lain 

Lsebagainya. 

g. Totok Abdul Ghoffar, KAUR Perencanaan tugas dan wewenangnya 

adalah merencanakan penyusunan kegiatan pembangunan dan 

membantuh sekretaris desa dan sebagainya.
53

 

d. Visi dan Misi Desa Pegalangan Kidul 

Penyusunan RPJMDes Pegalangan Kidul sebagaiL pedoman programL 

kerja PemDesL bersama Llembaga-lembaga tingkatL desa danL seluruh wargaL 

masyarakat DesaL Pegalangan Kidul maupun pihakL yang Lberkepentingan. 

RPJMDes adalahL pedoman programL kerja untukL masa 6L tahun. RPJMDesL 

sebagai pedomanL program kerjaL untuk masaL 6 tahunL merupakan turunanL 

dari sebuahL cita-citaL yang inginL dicapai diL masa depanL oleh segenapL warga 

                                                             
53

 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2022 



 

 

57 

masyarakatL Desa Pegalangan Kidul. LCita-cita masaL depan sebagaiL tujuan 

jangkaL panjang yangL ingin diraihL Desa Pegalangan Kidul, merupakanL arah 

kebijakanL dari RPJMDesL yang dirumuskanL setiap 6L tahun Lsekali. Cita-citaL 

masa depanL Desa Pegalangan Kidul disebutL juga sebagaiL Visi DesaL 

Pegalangan Kidul. 

VisiL Desa Pegalangan Kidul disusunL dari rangkaianL panjang Ldiskusi-

diskusi formalL maupun informalL dengan segenapL warga Pegalangan Kidul 

atauL tokoh-tokohL masyarakat sebagaiL representasi dariL warga masyarakatL 

Pegalangan Kidul. Visi DesaL Pegalangan Kidul semakin mendapatkanL 

bentuknya bersamaanL dengan terbentuknyaL rangkaian kegiatanL dan 

musyawarahL yang dilakukanL untuk kesempurnaanL Review RPJMDesL tahun 

2022-2028 denganL Metode CommunityL Action PlanL (CAP). DalamL kegiatan 

Lini, semakin mendekatkanL visi DesaL Pegalangan Kidul dengan kenyataanL 

yang adaL di desaL dan Lmasyarakat. Kenyataan yangL dimaksud baikL 

merupakan Lpotensi, permasalahan maupunL hambatan yangL ada diL desa danL 

masyarakatnya,yangL ada padaL saat iniL maupun Lkedepan. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pegalangan Kidul  

Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tertuang dalam Peraturan Desa 

Pegalangan Kidul  Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-

2028. Visi dan Misi yang ditetapkan dalam penyelenggaraan emerintahan 

dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Desa 
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Pegalangan Kidul  Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo adalah 

sebagai berikut : 

Visi : “ Bersama Masyarakat membangun desa yang makmur, aman 

dan mandiri melalui tata kelola pemerintahan yang transparan 

juga partisipatif menuju desa yang maju, mandiri dan berbudaya 

berdasarkan akhlakul karimah ” 

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna 

terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah Desa 

Pegalangan Kidul dan seluruh lembaga desa dalam merealisasi 

pembangunan Desa Pegalangan Kidul secara terpadu. Secara filosofi visi 

tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, 

yaitu: 

1) Bersama Masyarakat Membangun Desa yang Makmur terkandungL 

upaya danL peran Lpemerintah  Desa dalamL mewujudkan DesaL  yang Lmaju, 

rukun danL sejahtera yang berlandaskanL moral Lagama. 

2) DesaL Maju  adalah satuL kesatuan masyarakatL hukum denganL segala 

potensiL dan sumberL dayanya dalamL sistem pemerintahanL yang transfaran 

juga partisipatif. 

3) Aman adalahL suatu situasiL yang menimbulkanL rasa rukun, damaiL dan 

Ltenang. 

4) Mandiri  adalahL kondisi kehidupanL individu danL masyarakat yangL aman, 

sentosaL dan makmurL terpenuhi kebutuhanL lahir danL batin. 
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5) Berdasarkan Akhlakul Karimah adalahL kondisi kehidupanL sosial budayaL 

yang berlandaskanL nilai-nilaiL agama sehinggaL memperkokoh Lsendi-sendi 

kehidupanL masyarakat danL mampu menjagaL keseimbangan perilakuL 

masyarakat yangL berbudaya. 

MisiL adalah rumusanL umum mengenaiL upaya-upayaL yang akanL 

dilaksanakan untukL mewujudkan LVisi. Misi berfungsiL sebagai pemersatuL 

gerak, langkahL dan tindakanL nyata bagiL segenap komponenL penyelenggara 

pemerintahanL tanpa mengabaikanL mandat yangL diberikannya.AdapunL Misi 

PemerintahL Desa Pegalangan Kidul adalahL sebagai Lberikut ; 

1. Meningkatkan kapasitas danL kinerja aparatur pemerintah desa 

2. Mewujudkan kepemimpinan yang peduli terhadap masyarakat yang tegas 

dan berwibawa 

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai lading membuka lapangan kerja 

bagi masyarakat desa 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi ekonomi, pendidikan, 

kesehatan, olahraga dan kegiatan keagamaan 

5. Membangun masyarakat dengan program-program pemberdayaan yang 

berkelanjutan dan juga berkesinambungan.
54 
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B. Penyajian dan Analisis Data 

1. Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa di Desa Pegalangan 

Kidul 

Menurut bapak Imam Masykuri selaku bendahara Desa Pegalangan 

Kidul menyatakan bahwa.  

“Dalam suatu Desa akuntabilitas merupakan hal yang harus sangat 

diperhatikan, karena jika suatu Desa dalam pengelolaan laporan 

keuangan Desa tidak mengacuh kepada akuntabilitas bisa saja ada 

kecurangan didalam pengelolaannya. Desa pegalangan Kidul sudah 

menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan Desa, 

nanti adek bisa liat sendiri di LKPJ (laporan keterangan 

pertanggungjawaban)”
55

 

 

Dari hasil wawancara diatas diperoleh hasil bahwasanya akuntabilitas 

di sebuah Desa sangatlah diperlukan, karena dengan adanya akuntabilitas 

membuktikan pertanggungjawaban suatu Desa terhadap pengelolaan 

laporan keuangan Desa. Desa pegalangan kidul sudah menerapkan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa. 

Menurut Mohammad Ahsanur Rofi selaku masyarakat Desa 

Pegalangan Kidul. 

“akuntabilitas di sebuah desa harus ada dan pencatatannya harus 

benar, karena anggaran yang diterima oleh desa harus jelas buat apa 

saja. Nanti juga kan diminta pertanggungjawaban-nya, kalo tidak tidak 

dicatat pembukuannya bakalan repot pas LKPJ (laporan keterangan 

pertanggungjawaban)”.
56

 

 

Menurut Siti Nurhasanah selaku masyarakat Desa Pegalangan Kidul 

 

“harusnya akuntabilitasnya ada ya karena kan setiap kegiatan pasti ada 

dananya nah dananya itu kan harusnya ngajukan dulu baru dapet 
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anggaran, kalo akuntabilitasnya tidak ada kayaknya anggarannya tidak 

bakal dikasi”.
57

 

 

Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa di Desa Pegalangan 

Kidul sudah mengacuh kepada standar akuntansi pemerintahan. Hal ini 

disampaikan langsung oelh bapak Badrul Huda selaku kepala desa 

Pegalangan Kidul.  

“tentu dalam pengelolaan laporan keuangan Desa harus mengacuh 

kepada akuntabilitas, karena disetiap kegiatan ataupun program kerja 

yang ada di Desa Pegalangan Kidul ini harus jelas pencatatan 

keuangannya, dari pencatatan tersebut nantinya dijadikan pertanggung 

jawaban pada saat LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintahan 

desa).
58

 

 

Berdasarkan hasil informasi yang diberikan informan diperoleh hasil 

bahwasanya Desa Pegalangan Kidul dalam pengelolaan laporan 

keuangannya sudah sesuai dengan akuntabilitas pengelolaan dana Desa hal 

ini diperkuat dengan bukti adanya pencatatan laporan keuagan desa yang 

diuaraikan sebagai berikut: 

TABEL 4.3 

Anggaran Dana Desa Pegalangan Kidul 

No UraianL 
AnggaranL 

(Rp) 

KeteranganL                

*) Sumber DanaL 

1 PendapatanL Transfer 

- DanaL Desa 960.884.000 APBNL 

- AlokasiL Dana DesaL 1.170.791.892 APBD 

- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah 
33.664.000 BHP 

-Bantuan Keuangan Kabupaten  60.603.200 APBD 

2 Pendapatan Asli Desa 54.328.250 PAD 
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3 SILPA 2021 25.736.341 SILPA 2021 

4 Bunga Bank 2022 653.187 Bunga Bank 2022 

J U M L A H 2.306.660.870  

Sumber: LKJP tahun 2022   

NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI SISA 
SUMBER 

DANA OUTPUT 

 

BIDANG 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH DESA           

1 
Operasional Pemerintah 

desa 

           

736,341  

           

736,341  

                

-  SILPA 2021 100% 

2 
Operasional Pemerintah 

desa/PTPKD 

       

20,327,972  

      

20,327,972  

                

-  ADD 100% 

3 Siltap Kades & Perangkat 
     

298,476,720  

    

298,476,720  

                

-  ADD 100% 

4 

Jaminan Keselamatan 

Kerja Perangkat 

Desa/BPJS JKK 

        

1,987,200  

        

1,987,200  

                

-  ADD 100% 

5 
Tunjangan & Operasional 

BPD 5 anggota 

       

15,000,000  

      

15,000,000  

                

-  PAJAK/PBH 100% 

6 Insentif RT/RW 
       

12,600,000  

      

12,600,000  

                

-  PAJAK/PBH 100% 

7 
Operasional Pemerintah 

Desa 

        

5,188,250  

        

5,188,250  

                

-  PAD 100% 

8 
Penerimaan lain Kepala 

Desa dan Perangkat Desa 

       

49,140,000  

      

49,140,000  

                

-  PAD 100% 

9 

Intensifikasi Pemungutan 

Pendapatan Asli 

Desa/Bagi Hasil Pajak 

        

6,064,000  

        

6,064,000  

                

-  PAJAK/PBH 100% 

10 Alokasi Khusus Pilkades 
       

60,603,200  

      

60,603,200  

                

-  BK Pilkades 100% 

11 Pilkades Aman covid 
       

25,000,000  

      

25,000,000  

                

-  SILPA 2021 100% 

12 Profil Desa / IDM 
        

2,000,000  

        

2,000,000  

                

-  

DANA 

DESA 100% 

13 Penyusunan APBDesa 
        

5,000,000  

        

5,000,000  

                

-  

DANA 

DESA 100% 

14 
Penyusunan Perubahan 

APBDesa 

        

3,000,000  

        

3,000,000  

                

-  

DANA 

DESA 100% 

15 Penyusunan LKPJ 
        

3,000,000  

        

3,000,000  

                

-  

DANA 

DESA 100% 

16 Penyusunan LPPD 
        

1,500,000  

        

1,500,000  

                

-  

DANA 

DESA 100% 
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17 

Penyelenggaraan 

Musyawarah Desa 

Penetapan BLT 2022 

        

4,000,000  

        

4,000,000  

                

-  

DANA 

DESA 100% 

18 
Penyusunan Musdes 

RPJMDesa / RKPDesa 

       

30,000,000  

      

30,000,000  

                

-  

DANA 

DESA 100% 

19 Sistem Informasi Desa 
       

37,540,000  

      

37,540,000  

                

-  

DANA 

DESA 100% 

 

BIDANG 

PEMBANGUNAN 

DESA           

 
Sub Bidang Kesehatan           

20 Posyandu Balita 
       

84,500,000  

      

84,500,000  

                

-  

DANA 

DESA 100% 

21 Posyandu Lansia 
       

17,800,000  

      

17,800,000  

                

-  

DANA 

DESA 100% 

22 Desa Siaga / RDS 
     

214,500,000  

    

214,500,000  

                

-  

DANA 

DESA 100% 

23 BKB/BKL/BKR 
        

7,500,000  

        

7,500,000  

                

-  

DANA 

DESA 100% 

24 KPM 
        

5,500,000  

        

5,500,000  

                

-  

DANA 

DESA 100% 

 
Sub Bidang Pekerjaan 

umum dan tata ruang           

25 
Pembangunan Pagar 

Kantor Desa RT 5 RW 1 

     

200,000,000  

    

200,000,000  

                

-  

ADD 

UMUM 100% 

26 
Pembangunan Saluran 

irigasi RT 7 RW 2 

     

200,000,000  

    

200,000,000  

                

-  

ADD 

UMUM 100% 

27 

Pembangunan Saluran 

Drainase dan Duiker RT 7 

RW 2 

     

150,000,000  

    

150,000,000  

                

-  

ADD 

UMUM 100% 

28 
Pembangunan Saluran 
Irigasi RT 1 RW 1      150,000,000      150,000,000                  -  ADD UMUM 100% 

29 
Pembanguna  TPT dan 
gorong-gorong RT 10 RW 3      150,000,000      150,000,000                  -  ADD UMUM 100% 

 
Sub Bidang Pariwisata           

30 
Pemeliharaan Sarana 
Prasarana Taman wisata        36,372,880        36,372,880                  -  DANA DESA 100% 

 

BIDANG PEMBINAAN 
MASYARAKAT           

 
-           

 

BIDANG 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT           

31 
Penguatan Ketahanan 
Pangan        91,687,300        91,687,300                  -  DANA DESA 100% 

32 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan anak dan 
keluarga        10,020,000        10,020,000                  -  DANA DESA 100% 
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BIDANG BELANJA TAK 
TERDUGA           

33 Belanja Tidak Terduga 
        9,763,820          3,200,000  

   
6,563,820  DANA DESA 32,77% 

34 Operasional BLT DD        12,000,000        12,000,000                  -  DANA DESA 100% 

35 BLT DD 107kpm x 12 bulan      385,200,000      385,200,000                  -  DANA DESA 100% 

36 Bunga bank 2022 
           653,187                       -  

     
653,187  

BUNGA 
BANK 0% 

JUMLAH TOTAL 
  2,306,660,870  

  
2,299,443,863  

   
7,217,007      

Sumber: LKJP tahun 2022 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas Desa Pegalangan 

Kidul sudahL lengkap baikL dilihat dariL segi ringkasanL pendapatan, ringkasanL 

belanja desaL dan rincianL pembangunan. SelainL itu, telahL terealisasikan 

denganL baik sesuaiL dengan rancanganL kerja tahunL 2022. Sedangkan 

evaluasiL pelaksanaan programL ADD tersebutL juga membimbingL masyarakat 

untukL berpartisipasi aktifL dalam memberikanL masukan danL koreksi 

pelaksanaanL ADD. DalamL hal iniL pemerintah desaL juga harusL merespon 

kritikL dan saranL masyarakat dalamL forum musyawarahL desa yangL 

diharapkan programL ADD iniL kedepannya bisaL lebih baikL lagi. 

2. Transparansi pengelolaan laporan keuangan Desa Pegalangan Kidul 

Menurut Mohammad Ahsanur Rofi selaku masyarakat Desa Pegalangan 

Kidul  

“seharusnya Desa memberikan informasi terkait pengelolaan dana 

desa, supaya kita sebagai masyarakat percaya dengan apa yang 

mereka kerjakan dan berapa anggaran yang mereka keluarkan dalam 

pengerjaanya, jika tidak ada transparansi dari Desa kita kan tidak tau 

juga apakah pencatatannya benar apa salah, dengan adanya 

transparansi juga membantu meminimalisir kecurangan terhadap 

angaran dana Desa dalam pengerjaannya.”
59

 

 

Menurut Siti Nurhasanah selaku masyarakat Desa Pegalangan Kidul 
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 “kalo tidak ada transparansi dari desa bagaimana cara kita mengetahui 

akuntabilitas di desa. setiap program kerja yang dilaksanakan oleh 

desa harusnya dikasi tau berapa anggaran yang digunakan agar 

masyarakat juga tau bagaimana akuntabilitas yangL ada diL desa 

pegalangan Lini. 

 

DariL wawancara diatasL diperoleh hasil bahwasanya transparansi 

terkait laporan keuangan Desa belum disediakan oleh pihak Desa sehingga 

masyarakat Desa Pegalangan Kidul tidak tahu apakah dalam pengelolaan 

laporan keuangannya Desa pegalangan kidul sudah skuntabel. Transparansi 

di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses 

yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi 

dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

hidup masyarakat banyak. 

Standar Dalam hal transparansi Desa Pegalangan Kidul belum 

sepenuhnya menyediakan informasi terkait dengan pengelolaan dana Desa, 

hal ini dibuktikan dengan tidak adanya media yang menyediakan informasi 

mengenai pengelolaan dana Desa berupa banner, website Desa dan beberapa 

media lainnya.  

Menurut Suhut selaku masyarakat Desa Pegalangan Kidul yang berstatus 

sebagai petani 

“saya kurang paham mengenai hal tersebut yang penting Desa 

Pegalangan kelihatan lebih maju aja saya sudah senang, pokoknya 

banyak hasil yang bisa kita nikmati seperti pembangunan, perbaikan 

jalan, sama bantuannya lancar berarti kinerja perangkat Desa sudah 

benar menurut saya.
60

 

 

Menurut Badrul Huda selaku kepala Desa Pegalangan Kidul 

                                                             
60 Suhut, wawancara, pada tanggal 13 juni 2023 



 

 

66 

“memang benar Desa Pegalangan Kidul belum bisa menyediakan 

informasi pengelolaan laporan keuangan secara terbuka kepada 

masyarakat, akan tetapi setiap ada program kerja yang akan 

dilaksanakan oleh Desa, pihak Desa mengundang semua ketua Rt dan 

Rw yang ada di Desa Pegalangan Kidul untuk ikut andil dalam 

perencanaan serta pelaksanaannya. Tujuannya tidak lain untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan serta 

pengelolaan laporan keuangan Desa. Tidak adanya banner ataupun 

media yang berisi laporan keuangan Desa yang secara terbuka untuk 

masyarakat Desa pegalangan Kidul bukan berarti pihak Desa tertutup 

dalam hal tersebut, setiap masyarakat berhak mengetahui hal tersebut, 

seperti contoh adek Sofyan ini meminta izin untuk mengetahui 

akuntabilitas dan transparansi di Desa Pegalangan Kidul kami 

sediakan informasi seterbuka mungkin karena tujuannya jelas untuk 

pendidikan, akan tetapi jika masyarakat yang datang dengan tujuan 

membuat rusuh di Desa Pegalangan Kidul kami dari pihak Desa 

berhak menolak permintaan untuk mengakses laporan keuangan 

desa.
61

  

 

Dari hasil wawancara tersebut Desa Pegalangan Kidul belum bisa 

menerapkan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangannya 

dikarenakan kepala Desa Pegalangan Kidul Selalu mengikutsertakan Rt dan 

Rw yang ada di Desa Pegalangan Kidul dalam segala program kerja yang 

akan dilaksanakan oleh Desa sehingga hal tersebut bisa memberikan 

informasi terkait anggaran yang akan dikeluarkan oleh Desa yang kemudian 

bisa disampaikan oleh Rt dan Rw masing-masing kepada masyarakat 

Pegalangan Kidul, akan tetapi jika ada yang berkepentingan untuk 

mengetahui catatan laporan keuangannya Desa Pegalangan Kidul sangat 

terbuka untuk memberikan pengelolaan laporan keuangan Desa. 
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3. Desa Pegalangan Kidul mampu maju dan berkembang tanpa adanya 

transparansi dana Desa 

Desa pegalangan Kidul merupakan salah satu Desa maju yang ada di 

Kecamatan Maron, hal ini dibuktikan dengan banyaknya program kerja 

yang terealisasikan diantaranya adalah perbaikan jalan, pembuatan saluran 

irigasi, pemasangan lampu penerang disetiap jalan, pdam, wifi desa, bank 

sampah beserta daur ulangnya, program kesehatan dan lain sebagainya. 

Menurut Mohammad Ahsanur Rofi sebagai warga Desa Pegalangan 

Kidul 

“memang benar selama bapak Badrul Huda ini menjabat sebagai 

kepala desa banyak membawa perubahan terhadap desa bahkan 

mampu membawa Desa Pegalangan Kidul lebih maju dari 

sebelumnya, akan tetapi transparansi keuangan desa kan harus 

disediakan buat masyarakat desa mosok desanya semakin maju 

transparansi dana desa nya belum ada”.
62

 

 

Menurut Siti Nurhasanah sebagai warga Desa Pegalangan Kidul yang 

berstatus sebagai guru  

“untuk kepala Desa yang sekarang ini cukup sukses membawa Desa 

Pegalangan Kidul menjadi lebih baik dari sebelumnya, kita tau sendiri 

berapa banyak fasilitas yang Desa berikan kepada warganya. Kepala 

Desa-nya juga inofatif bisa memberikan ide-ide baru bagi Desa 

Pegalangan Kidul.”
63

 

 

Menurut Badrul Huda sebagai kepala Desa Pegalangan Kidul 

“sebenarnya masih banyak potensi dari Desa Pegalangan Kidul ini 

untuk digalih dan tampilkan kepada khalayak ramai disamping itu 

warga Desa Pegalangan Kidul juga kompak dan antusias disetiap 

kegiatan yang diselenggarakan oleh desa, seperti contohnya lomba 

proklim kemarin, saya menghimbau  kepada masyarakat Desa 

Pegalangan Kidul untuk menanam tumbuhan didepan rumah mereka 
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masing-masing sebagai syarat penilaian di ajang lomba proklim dan 

terbukti semua warga Desa Pegalangan Kidul serentak menanam 

tumbuhan di halaman rumah meraka, alhasil Desa Pegalangan Kidul 

berhasil sebagai juara proklim tingkat provinsi. Mungkin pr kami 

adalah kurangnya transparansi tadi, insyaallah setelah ini dari pihak 

Desa akan menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai 

pengelolaan laporan keuangan Desa”.
64

 

 

Dari wawancara diatas diperoleh hasil bahwasanya Desa Pegalangan 

Kidul bisa maju dikarenakan kompaknya masyarakat Desa Pegalangan 

Kidul dalam melaksakan program kerja bersama perangkat Desa. Kepala 

Desa Pegalangan Kidul juga berjanji akan memberikan informasi 

pengelolaan laporan keuangan kepada masyarakat Desa Pegalangan Kidul. 

C. Pembahasan Temuan 

BerdasarkanL hasil analisisL data yangL telah di lakukan penelitiL melalui 

tehnikL observasi , wawancaraL dan dokumentasiL di lapanganL dengan judulL 

Analisis AkuntabilitasL Dan TransparansiL Terhadap Laporan Keuangan 

DesaL Pada Kantor DesaL Pegalangan Kidul Kecamatan Maron KabupatenL 

Probolinggo perlu kiranyaL diadakan pembahasanL temuan. YangL hasil dariL 

pada analisisL data akanL dikaji denganL teori yangL ada untukL mengetahui 

keterkaitanL keduanya gunaL dalam fokusL masalah yangL ada padaL penelitian 

Lini . 

1. Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa di Desa 

Pegalangan Kidul 

AkuntabilitasL adalah sebuahL kewajiban untukL memberikan  

penjelasanL tentang pelaksanaanL tanggungjawab  bagiL pihak yangL 
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mempercayakan tanggungjawab. PembahasanL tentang akuntabilitasL 

mengarah kepada Lupaya-upaya pengalian skemaL internal organisasiL yang 

bersandarL pada aspekL profesionalisme diL satu sisiL dan relasiL eksternal 

yangL mengarah padaL pertanggungjawaban sosial danL politik.
65

  

Akuntabilitas juga sebagaiL bentuk kewajibanL dalam 

mempertanggungjawabkan keberhasilanL atau kegagalanL pelaksanaan 

kebijakanL yang dipercayakanL kepada entitasL pelaporan dalamL mencapai 

tujuanL yang ditetapkanL secara Lperiodik.
66

 Dalam penyusunan laporan 

keuangan ada tiga indikator akuntabilitas yang harus ada yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. 

BerikutL merupakan dataL analisis selamaL melakukan penelitianL di 

DesaL Pegalangan Kidul Kecamatan Maron KabupatenL Probolinggo 

BerdasarkanL hasil wawancaraL yang telahL dilakukan olehL peneliti 

dapatL diketahui bahwaL akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan desa 

pegalangan kidul sudah akuntabel artinya sudah menerapkan tiga 

indikator akuntabilitas baik secara perencanaan, pelaporan dan 

pertangungjawaban.  Hal ini dibuktikan dengan adanya pencatatan 

laporan keuangan yang ada di LKPJ (laporan keterangan 

pertanggungjawaban) sehingga dapat diketahui bahwasanya desa 

pegalangan kidul dalam pengelolaan laporan keuangan desa sudah baik 

dan mengacuh kepada akuntansi pemerintahan. Dengan demikian 
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pengelolaan laporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan secara 

benar. 

2. Transparansi pengelolaan laporan keuangan Desa Pegalangan Kidul 

BerikutL merupakan dataL analisis selamaL melakukan penelitianL di 

DesaL Pegalangan Kidul Kecamatan Maron KabupatenL Probolinggo 

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam 

memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber 

daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.
67

 

Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat 

memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran 

karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. 

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi 

adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

dapat diketahui bahwa transparansi di Desa pegalangan kidul kecamatan 

maron kabupaten probolinggo belum disediakan hal ini dibuktikan 
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dengan tidak adanya media yang menyediakan informasi mengenai 

pengelolaan laporan keuangan baik berupa banner, baliho dan website 

desa. Akan tetapi dalamL setiap programL kerja yang akan dilakukanL oleh 

pihak desaL mengikutsertakan semua RT dan Rw yang ada di Desa 

pegalangan kidul yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat melalui Rt dan Rw masing-

masing sehingga program kerja yang akan dilakukan oleh pihak desa 

diketahui berapa anggaran yang akan dikeluarkan. 

3. Desa Pegalangan Kidul bisa maju tanpa transparansi dana Desa 

BerikutL merupakan dataL analisis selamaL melakukan penelitianL di 

DesaL Pegalangan Kidul Kecamatan Maron KabupatenL Probolinggo 

BerdasarkanL hasil wawancaraL yang telahL dilakukan olehL peneliti 

dapatL diketahui bahwaL desa pegalangan kidul mampu maju dan 

berkembang tanpa transparnsi dana desa hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya program kerja yang terealisasikan diantaranya adalah 

perbaikan jalan, pembuatan saluran irigasi, pemasangan lampu penerang 

disetiap jalan, pdam, wifi desa, bank sampah beserta daur ulangnya, 

program kesehatan dan lain sebagainya. Serta beberapa piagam 

penghargaan yang telah diraih oleh desa pegalangan kidul. Kepala desa 

pegalangan kidul juga berjanji akan segera menyediakan informasi 

mengenai pengelolaan laporan keuangan desa artinya desa pegalangan 

kidul sudah siap memberikan transparansi terhadap laporan keuangan 

desa.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

BerdasarkanL hasil analisisL data dan pembahasanL mengenai analisis 

akuntabilitasL dan transparansi terhadap pengelolaan laporan keuangan Desa L 

pada kantor Desa Pegalangan Kidul dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa Pegalangan Kidul 

akuntabilitas Desa Pegalangan Kidul sudahL lengkap baikL dilihat dariL 

segi ringkasanL pendapatan, ringkasanL belanja desaL dan rincianL 

pembangunan. SelainL itu, telahL terealisasikan denganL baik sesuaiL dengan 

rancanganL kerja tahunL 2022. Sedangkan evaluasiL pelaksanaan programL 

ADD tersebutL juga membimbingL masyarakat untukL berpartisipasi aktifL 

dalam memberikanL masukan danL koreksi pelaksanaanL ADD. DalamL hal iniL 

pemerintah desaL juga harusL merespon kritikL dan saranL masyarakat dalamL 

forum musyawarahL desa yangL diharapkan programL ADD iniL kedepannya 

bisaL lebih baikL lagi. 

2. Transparansi pengelolaan laporan keuangan Desa Pegalangan Kidul 

Desa Pegalangan Kidul memang belum menerapkan secara langsung 

informasi mengenai laporan keuangan Desa, akan tetapi setiap kali Desa 

Pegalangan Kidul melaksanakan program kerja mengajak seluruh Rt dan 

Rw yang ada di Desa Pegalangan Kidul untuk ikut serta dalam perencanaan 

dan pelaksanaannya yang kemudian informasi terkait anggaran tersebut 

disampaikan kepada masyarakat Desa melalui Rt dan Rw masing-masing 
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sehingga secara tidak langsung pihak Desa sudah transparan dalam 

melaksanakan program kerja yang ada di Desa Pegalangan Kidul. 

3. Desa Pegalangan Kidul bisa maju tanpa transparansi dana Desa 

Desa Pegalangan Kidul bisa maju dikarenakan inofasi dari kepala desa 

dan kekompakan masyarakat Pegalangan Kidul dalam melaksanakan 

program kerja di Desa Pegalangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

pembangunan fisik yang terealisasikan dan juga program kerja yang masih 

berjalan sampai sekarang seperti bank sampah, daur ulang sampah, wifi 

Desa serta beberapa piagam penghargaan yang diraih oleh Desa Pegalangan 

Kidul. Kepala Desa Pegalangan Kidul juga berjanji akan memberikan 

informasi pengelolaan laporan keuangan Desa kepada masyarakat Desa 

Pegalangan Kidul. 

B. Saran 

SaranL yang dapatL peneliti sampaikanL adalah sebuahL harapan bagiL pihak 

Desa Pegalangan Kidul untukL transparansi pengelolaan laporan keuanganL 

Desa segera desediakan kepada masyarakat Desa Pegalangan Kidul. 
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